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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur atas nikmat yang telah 
diberikan oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala 
kehidupan dan kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa 
memuja dan memuji kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selalu 
berada dalam lindungan Ilahi ditiap aktivitas keseharian kita. 
Allahumma Shalli Alasayyidina Muhammad Waala Alihi Wasahbihi 
Wasallim, shalawat dan salam teriring kehadirat Rasulullah SAW. 
Pemimpin terbaik yang menginsipirasi peradaban manusia, sosok 
revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke 
kehidupan yang bernafaskan Islami dan penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Semoga beliau, para sahabat dan pengikutnya senantiasa mendapat 
tempat istimewa disisi Allah SWT. Amin. 
Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas selesainya 
penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 
Dalam Penanggulangan  Kemiskinan di Kabupaten Maros” sebagai  salah  
satu  syarat  penyelesaian  studi  guna memperoleh gelar sarjana (S1) 
pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  
Politik, Universitas Hasanuddin.  
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Penulis berharap skripsi ini senantiasa memenuhi hakikatnya, yaitu 
memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pengembangan 
Ilmu Pemerintahan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah 
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yang keras yang dilakukan penulis serta tentunya bantuan tenaga, pikiran 
dan doa dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada orang tua, Ayahanda Munsir dan Ibunda Andi 
Hj. Berlian. Terima kasih telah berkorban sedemikian banyak untuk 
penulis, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis 
hingga sampai seperti saat ini. Juga karena telah memberikan segala 
dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, 
dukungan moral dan materi, semangat serta doa yang tiada hentinya 
selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu 
melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta 
kebahagiaan yang tak henti kepada beliau. Tak lupa pula kepada kakak 
dan adikku, Fadlel Abdillah dan Faradillah Reski Amaliah, terima kasih 
atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. 
Semoga kita bisa menggapai cita-cita, agar mampu membahagiakan dan 
membanggakan kedua orang tua. Amin. 
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ABSTRAK 
 
Dewi Sartika s, Nomor pokok E121 133 502, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan 
judul: “ANALISIS PENGELOLAAN GEMAR LORONG GARDEN 
(LONGGAR) DIKOTA MAKASSAR”  Dibawah bimbingan Dr. A. M. 
Rusli, M.Si dan A.Lukman Irwan, S.IP, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain program Lorong 
Garden (LONGGAR) serta efektivitas pelaksanaan program. Metode 
penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan 
menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, 
observasi, wawancara, dan penelusuran data secara online. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Program Lorong Garden 
(LONGGAR) adalah penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengelolaan 
lorong dikota makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan 
lorong dan model pengelolaan lorong yang diterapkan.  Data penelitian 
diperoleh dari observasi langsung dilapangan serta wawancara. Analisis 
data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan program pengelolaan lorong garden sebagai kelanjutan dari 
program Gerakan Makassar Ta‟ Tidak Rantasa. 
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ABSTRACT 
 
Dewi Sartika s, identification number E121 133 502, Science Program 
Administration, Department of Political Science and Government, Faculty 
of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Making thesis 
with the title: "ANALYSIS OF THE MANAGEMENT GEMAR alley 
GARDEN (LONGGAR) in MAKASSAR" Under the guidance of Dr. . A. M. 
Rusli, M.Si and A.Lukman Irwan, S.IP, M.Si. 
 
This study aims to describe the design of Lorong Garden program 
(LONGGAR) as well as the effectiveness of program implementation. The 
method used qualitative research methods, namely by outlining and 
explaining the results in writing. Data collection was done using literature 
study techniques, observation, interviews, and search data online. 
 
Based on the results of research conducted, Lorong Garden Program 
(LOOSE) is this study to analyze the implementation of the management 
of the hall in the city of Makassar, the factors that affect the management 
of the hall and the hall management model applied. Research data is 
obtained from direct field observation and interview. Data analysis is done 
qualitatively. The results showed that the implementation of garden 
hallway management program as a continuation of the program Makassar 
Movement Ta 'Not Rantasa. 
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PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pemerintah Kota Makassar bertanggungjawab untuk mengembangkan 
wilayahnya sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pemerintah Kota Makassar 
mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
yang kemudian direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2015 yang selanjutnya diundang-undangkan dalam UndangUndang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan 
wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, 
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial menjadi 
tanggungjawab daerah yang harus mengurusinya. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Makassar 
terus meningkat. Tahun 2014 tercatat 1.3 juta jiwa dan meningkat menjadi 1.7 
juta tahun 2016, dalam sehari volume sampah yang terangkut oleh 447 truk 
sampah milik Dinas Kebersihan dan sebanyak  700-800 ton. Jumlah itu belum 
termasuk yang diolah oleh masyarakat melalui bank sampah sebanyak 800 ton 
per tahun dan lainnya (yang dibakar dan sebagainya). Untuk itu, Pemerintah 
Kota Makassar mensosialisasikan Program Makassar ta‟ Tidak Rantasa sebagai 
kebijakan - dari Pemerintah yang merupakan bentuk realisasi dari visi Walikota 
yaitu Kota Makassar menjadi Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Kota dunia 
sebagai harapan Kota Makassar memiliki indikator pencapaian. Kota yang 
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memiliki akses yang memberikan kemudahan bagi warganya dalam beraktifitas 
dengan infrastruktur yang lengkap, kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah 
dan kenyamanan warga kota. Berangkat dari beberapa indikator tersebut, 
dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial. 
Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta Tidak Rantasa (Gemar MTR) 
merupakan program pencanangan cinta akan kebersihan, gerakan moral yang 
diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola 
hidup sehat. Program yang diharapkan merubah pola pikir masyarakat yang 
dulunya sering membuang sampah sembarang tempat menjadi hidup bersih dan 
lingkungan kota dapat terbebas dari masalah persampahan.  
Desain pelaksanaan program ini menggunakan tiga pendekatan yaitu 
Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen Pendukung. Jargon dari Gemar MTR 
terdiri atas LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), 
MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. 
LISA bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar setiap kali melihat 
sampah di sekitar agar segear memungut sampah tersebut dan membuangnya di 
tempat sampah. MABELO bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat yang 
tinggal di lorong-lorong Kota Makassar untuk menjaga kebersihan lingkungan 
lorong. MABASA ditujukan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang 
sampah di sembarang tempat. Sedangkan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa 
ditujukan untuk para murid/siswa yang berada di lingkungan sekolah agar selalu 
hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat.  
Kebijakan Gemar MTR merupakan Keputusan Walikota Makassar           
No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan 
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta‟ 
Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar yang mengatur tentang tata 
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kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk 
mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal 
bersih lingkungan sekitar maupun bersih dalam berperilaku. Dalam sebuah 
wawancara, Pak Danny mengatakan:  
"Gerakan masyarakat makassar tidak rantasa' yaitu gerakan melihat 
joroknya (rantasa) kota menjadi musuh kita yg ditindaki dengan "Lisa"  
(lihat sampah ambil) dan "Mabelo" (makassar bersih lorong) serta di 
pelihara secara konsisten dengan "sampah tukar beras". 1  
 
 
Gemar MTR adalah program awal Walikota dan Wakil Walikota Makassar 
untuk mengubah mentalitas warga Makassar untuk menjadi lebih baik. Pak 
Danny pada salah satu wawancara mengatakan:  
“Makassar tidak rantasa tidak hanya pada persoalan sampah atau 
kebersihan, tapi banyak lainnya. Termasuk penataan pedagang kaki lima, 
pasar, lokalisasi, drainase, dan lainnya. Ada banyak. Tapi, kita mulai dari 
sampah”.2 
 
Hal ini menunjukkan bahwa semua program yang berkaitan dengan 
Gemar MTR saat ini masih pada tahapan aspek kebersihan belum mencakup 
pada aspek lainnya. Keberhasilan penerapan kebijakan Gemar MTR ini bukan 
hanya bergantung kepada Walikota atau pun aparat penyelenggaranya saja, 
                                                           
1
  Ilham Magenre, “Dikritik Soal Sampah di Makassar, Ini Jawaban Danny Pomanto”, 
Tribun Timur, 25 Mei 2014, http://makassar.tribunnews.com/2014/05/25/dikritik-soal-
sampah-di-makassar-ini-jawaban-danny-pomanto, 14 Juni 2015, pukul 19.57 Wita.  
2
  Muh Syahrullah, “Bangun Kultur Tertb via MTR”, Sindo, 
http://www.academia.edu/8483397/MAKASSAR_UPEKS, 4 Juni 2015, pukul 20.20 
Wita. 
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namun masyarakat juga ikut serta dalam menyukseskan kebijakan tersebut. 
Wujud dari ikut serta masyarakat dengan mendukung kebijakan Gemar MTR 
melalui partisipasi dalam setiap pelaksanaan program dari kebijakan tersebut. Di 
mana salah satu slogan dari kebijakan Gemar MTR ini adalah Lisa (Lihat 
Sampah Ambil). Melalui slogan tersebut, Pemerintah menanamkan budaya 
bersih dengan menghimbau siapa pun yang melihat sampah untuk memungut 
dan membuangnya pada tempat sampah. Dari 500 petugas kebersihan, sampah 
yang dihasilkan oleh 1,4 juta penduduk Makassar dapat ditangani dengan 
bantuan dari 1,4 juta penduduk tersebut.3 
Pelaksanaan Gemar MTR sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini 
bisa dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan. Pada gerakan Lisa, masih 
banyak masyarakat yang belum paham tentang gerakan tersebut. Masyarakat 
mengetahui Lisa ini melalui spanduk-spanduk yang ada di sekolah-sekolah dan 
di sudut-sudut jalan saja. Mereka hanya mengetahui kepanjangan dari Lisa itu 
namun dalam partisipasinya masih kurang. Buktinya, tempat sampah yang 
disediakan oleh pemerintah kota yang terbagi atas sampah kering dan sampah 
basah terbengkalai, rusak dan kurang difungsikan. Masyarakat masih 
beranggapan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola kebersihan 
lingkungan adalah petugas kebersihan, buktinya masyarakat akan ikut 
berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan, jika ada kegiatan yang sifatnya 
insidentil seperti memperingati hari besar atau pun kedatangan tamu atau 
instruksi dari tokoh masyarakat setempat.  
                                                           
3
  Risdianto Tunandi, “ Danny Pomanto, Walikota Makassar Beberkan Program 100 
Hari”, 14 Juni 2015, http://www.academia.edu/8483397/MAKASSAR_UPEKS, 4 
Juni 2015, pukul 20.20 Wita 
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Kondisi Lisa tidak jauh beda dengan kondisi Makassar Bebas Sampah 
(Mabasa). Produksi sampah masyarakat yang cukup besar sekitar 4.000 kubik 
sedangkan timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak 
di Kecamatan Manggala sudah menggunung. Jika produksi sampah terus 
meningkat sementara pengelolaan sampah di TPA tidak terkendali maka sulit 
untuk mewujudkan Makassar untuk bebas dari sampah. Timbunan sampah di 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi salah satu kendala untuk 
mewujudkan Mabasa. Hal ini bisa terlihat di setiap TPS-TPS di sudut jalan 
seperti di Jl. Sungai Saddang Baru depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
(SPBU). Walaupun lokasi pembuangan sampah tersebut terdapat kontainer, tapi 
tidak mampu menampung volume sampah, sehingga sampah berserakan 
dimana-mana.  
Sementara Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa dan Makassar Bersih 
Lorong (Mabelo) juga bernasib sama dengan Lisa dan Mabasa. Jika Aku dan 
Sekolahku tidak Rantasa berkonsentrasi pada sekolah-sekolah sedangkan 
Mabelo berkonsentrasi pada lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Kedua 
program ini ingin menanamkan kesadaran hidup bersih pada anak-anak di 
bangku sekolah dan masyarakat di lorong.  
Namun, pemahaman masyarakat masih sekedar pengetahuan dari 
slogan-slogan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Sementara awal 
perencanaan Gemar MTR ini memiliki konsep yang besar. Walikota Makassar 
menjadikan programnya ini sebagai bentuk revolusi mental masyarakat Kota 
Makassar. Melalui Gemar MTR akan memupuk kesadaran warga untuk berlaku 
layaknya masyarakat perkotaan yang hidup teratur. Jika pemahaman masih 
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minim dan belum mampu memupuk kesadaran masyarakat maka akan sulit 
untuk mengubah lingkungan dan prilaku “rantasa‟ menjadi lebih baik.  
Gemar MTR telah dilaksanakan sejak tiga tahun yang lalu, di mana 
peluncurannya pada 15 Juni 2014, Dalam awal perencanaan, Gemar MTR ini 
diharapkan mampu mengubah pola tingkah laku masyarakat menjadi lebih 
teratur untuk menuju Kota Makassar menjadi Kota dunia. Tahapan awalnya di 
mulai dari aspek kebersihan. Maka diperlukan analisis kebijakan dari program 
Gemar MTR ini untuk melihat pelaksanaan dari setiap program-program yang 
ada dalam meyelesaikan masalah sosial khususnya dalam bidang kebersihan di 
kota Makassar dan pencapaian yang telah dihasilkan oleh Gemar MTR sebagai 
program harapan Kota Makassar untuk menjadi Kota dunia.  
Pelaksanaan program Gemar MTR tersebut pemerintah membuat 
kegiatan yaitu LONGGAR (Lorong Garden) dan Kerja Bakti. Program LONGGAR 
merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. 
Lorong yang ada di tata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman 
sayur-sayuran dan buah serta lainnya. Selanjutnya kerja bakti yang bertujuan 
untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan 
lingkungan sekitar dirinya. Kerja bakti dibagi atas tiga yaitu Jumat Bersih, Sabtu 
Bersih dan Minggu Bersih. Kegiatan kerja bakti ini berlaku untuk semau elemen 
masyarakat baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat di 
lingkungan sekitar.  
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka fokus dari permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu perlu ada sebuah model pengelolaan lorong di Kota Makassar 
sebagai bentuk inovasi daerah melalui program LONGGAR yang merangkul 
komunitas masyarakat lorong untuk menata kampungnya dengan menajga 
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kebersihan setiap lorong dan warga dilibatkan menanam pohon dan tanaman 
hortikultura. Diketahui bahwa ada sebanyak 7.520 lorong di Kota Makassar yang 
telah diubah dengan menerapkan model pengelolaan lorong yaitu dengan 
meningkatkan seruan penggunaan kantong sampah untuk rumah permukiman, 
memperindah lorong (seperti mengecat tembok lorong, menanam tanaman hias 
dan menyusun pot-pot bunga) dan mengoptimalkan bank sampah.  
Penyediaan Bank Sampah yang diresmikan pada tanggal 6 Juli 2015 
agar masyarakat bisa menukar sampah yang sudah dipilah atau dicincang 
dengan beras bantuan Pemerintah Kota Makassar. Di tempat ini pula anggota 
juga dapat menabung. Selain itu Dinas Kebersihan dan -nan menyediakan mobil 
sampah yang diberi nama Mobil Tangkasa Rong (Tabungan Bank Sampah Anak 
Lorong). Mobil yang memiliki bank tertutup berpatroli mengangkut sampai dari 
satu bank sampai ke bank sampah lain, mengangkut sampah dari jalanan, 
kawasan permukiman dan perumahan, perkantoran, pasar dan lainnya.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 
pengembangan konsep tata lorong untuk mengubah lorong-lorong di Kota 
Makassar menjadi ruang kreatif yang produktif, sehingga peneliti memilih judul: 
Analisis Pengelolaan Lorong di Kota Makassar.  
1.2 Rumusan Masalah 
Model pengelolaan lorong di Kota Makassar sebagai upaya perubahan 
lorong-lorong permukiman warga menjadi lorong permukiman yang tertata rapi, 
bersih dan hijau, dengan keberadaan warganya yang sadar untuk menjaga 
lingkungan tetap asri melalui pemanfaatan halaman, depan pagar dan tembok 
dinding rumah di sepanjang lorong hunian. Pemanfaatan tersebut dilakukan 
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dengan menanam bunga-bunga, pohon, sayur, tumbuhan apotik hidup. Model 
pengelolaan lorong berdasarkan program yang dicanangkan oleh Walikota 
Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto berupa Program Lorong Garden, 
memberikan nilai estetika sekaligus nilai ekonomis bagi kesejahtearan warga. 
Bapak Walikota Makassar sebagai penggagas program tersebut menyatakan 
bahwa Makassar sebagai Kota Penyelenggaraan AMF 2015 oleh perserikatan 
kota dan pemerintah daerah di seluruh dunia (UCLG), bertepatan karena di Kota 
Makassar sedang mengembangkan smart city dan penataan lorong-lorong dalam 
kota.  
Model pengelolaan lorong di Kota Makassar sebagai upaya untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memerangi sampah dan 
memperindah wilayah tempat tinggalnya. Namun terlihat pembangunan lorong di 
setiap kecamapatan belum mencapai 100%, sehingga perlu ada suatu model 
pengelolaan lorong yang tepat agar progress pembangunan lorong yang saat ini 
sudah mencapai 75 sampai 80 persen menjadi 90-100 persen.  
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan lorong garden di Kota Makassar? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lorong garden di                
Kota Makassar? 
3. Bagaimana model pengelolaan lorong yang tepat diterapkan di                Kota 
Makassar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan lorong garden di Kota Makassar. 
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan lorong di                
Kota Makassar. 
3. Menganalisis model pengelolaan lorong yang tepat diterapkan di                
Kota Makassar. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.  
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota 
Makassar dalam meningkatkan program-program dari Gemar MTR.  
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai 
tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian 
ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang analisis kebijakan.  
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Konsep Model  
Model adalah pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu yang akan 
dibuat atau dihasilkan (Bernandus, 2014:75). Definisi lain, model adalah 
abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta 
mempunyai tingkat prosentase, yang sifatnya menyeluruh atau model adalah 
abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa 
bagian atau sifat kehidupan sebenarnya (Widodo, 2010: 9). 
Pemakaian model di lingkungan manajemen tentang model untuk 
pembuatan kebijakan dan teknik pemecahan masalah berkembang pesat. Jenis 
analisis model ini untuk pemecahan masalah, terdapat hubungan yang erat 
antara perencana dan pengambil keputusan untuk mengembangkan kebijakan 
yang rasional. Pengembangan model bertujuan untuk menciptakan berbagai 
bentuk prototype implementasi yang dapat dijadikan sebagai referensi atau 
acuan bagi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. 
Menurut Widodo (2010; 9) jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas 
yang berbeda, yaitu : 
a. Kelas I, pembagian menurut fungsi terdiri dari : 
1) Model deskriptif, hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa 
rekomendasi dan peramalan. Contoh : peta organisasi. 
2) Model preditif : model ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu 
terjadi. 
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3) Model normatif : model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu 
persoalan. Model ini memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang 
perlu diambil. Contoh : model budget advertensi, model economic lot size, 
model marketing mix. 
b. Kelas II, pembagian menurut struktur terdiri dari : 
1) Model ikanik : ialah model yang menirukan sistem aslinya, tapi dalam 
suatu skala tertentu. Contoh : model pesawat. 
2) Model analog : ialah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan 
hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya 
dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh : aliran lalu lintas di 
jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. 
3) Model simbolis, ialah suatu model yang menggambarkan sistem yang 
ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol 
matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dari 
karakteristik sistem yang ditinjau. 
c. Kelas III, referensi waktu terdiri dari : 
1) Statis: model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya 
2) Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya 
d. Kelas IV, referensi kepastian terdiri dari : 
1) Deterministis ; dalam model ini, pada setiap kumpulan nilai input, hanya 
ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam 
keadaan pasti. 
2) Probabilistik : model probabilistik menyangkut distribusi probabilistik dari 
input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak 
satu variabel output yang disrtai dengan kemungkinan-kemungkinan dari 
harga-harga tersebut. 
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3) Game : teori permainan mengambankan solusi-solusi optimum dalam 
menghadapi situasi yang tidak pasti. 
e. Kelas V, tingkat generalitas yang terdiri dari : 
1) Umum 
2) Khusus 
2.2  Program Makassar ta’ Tidak Rantasa’ 
Gerakan Masyarakat Makassarta Tidak Rantasa (Gemar MTR) 
dicanangkan Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdhan Pormanto April 2014. 
Program ini merupakan wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian 
pemerintah Kota Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai Kota dunia 
yang nyaman dan tidak rantasa‟. Dalam bahasa daerah Makassar, tidak rantasa 
memiliki arti tidak jorok, Seperti penamaannya, program ini diharapkan bisa 
menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap warga kota dalam mewujudkan 
Makassar dua kali lebih baik (Susilawati, 2016).  
Gemar MTR tidak hanya sekedar program. Kegiatan ini justru merupakan 
wujud penyadaran warga dalam mengubah pola pikir dan berperang melawan 
kejorokan. Gerakan ini juga dianggap sebagai bagian dari budaya siri‟ na pacce‟ 
yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bugis dan Makassar. Dengan 
memunculkan siri‟ (malu) dan menggerakkan hati masyarakat Makassar, 
program ini diyakini bisa berhasil dalam menjadikan Makassar sebagai kota 
nyaman yang tidak rantasa‟ lagi.  
Gemar MTR ini adalah gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat kota 
Makassar, sehingga program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan 
dari seluruh elemen masyarakat. Program Makassar ta‟ Tidak Rantasa sebagai 
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program yang memberikan harapan akan perubahan perilaku warga Kota 
Makassar menjadi lebih baik. Kata „rantasa‟ dalam bahasa Makassar yang 
bermakna kotor, jorok, tidak indah, tidak baik merupakan sebuah kata yang 
memiliki arti yang tidak baik apalagi jika predikat tersebut melekat pada manusia. 
Melalui kata „rantasa‟ ini pemerintah berpandangan jika tidak ada warganya ingin 
mendapatkan predikat tersebut sehingga akan senantiasa hidup tidak „rantasa‟ 
baik dalam kebersihan lingkungan, pribadi, serta saat berinteraksi. 
Makassar ta tidak rantasa‟ adalah program kebersihan kota Makassar 
dari Pemerintah yang ingin menciptakan Kota Makassar yang bersih terhindar 
dari sampah-sampah yang berserakan. Gemar MTR memiliki makna yang lebih 
luas dibandingkan hanya dikatakan sebagai program kebersihan saja. Sumber 
informasi yang diperoleh warga yang minim menjadi penyebab utama makna dari 
Gemar MTR tidak tersampaikan secara utuh.  
Pemahaman masyarakat sangatlah penting dalam hal ini. Kebijakan 
Gemar MTR bisa sukses ketika semua elemen termasuk masyarakat juga bisa 
turut berpastisipasi. Sumber informasi yang diperoleh masyarakat dari Koran, 
majalah, radio atau pun televisi serta tulisan-tulisan yang ada di tembok-tembok 
lorong belum cukup memahamkan masyarakat makna dari dikeluarkannya 
Gemar MTR ini.  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masyarakat lebih banyak 
mengetahui tentang Gemar MTR dan program lainnya melalui media cetak atau 
pun elektronik. Salah satu media lainnya adalah gambar-gambar dan tulisan 
yang ada di lorong-lorong. Wajar jika masyarakat memahami Gemar MTR hanya 
sebatas program kebersihan saja karena sumber informasi yang mereka peroleh 
juga minim.  
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Peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. Sebagai kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maka yang berperan penting dalam memahamkan 
masyarakat adalah pemerintah. Berdasarkan himbauan dari Walikota, semua 
elemen berperan untuk memahamkan masyarakat, baik dari Dinas sampai ke 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT). Berbagai kegiatan yang dapat 
menghadirkan banyak orang dilakukan oleh pemerintah. Baik dari dinas, 
kecamatan, kelurahan, sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian 
Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar,  
Tahap awal sosialisasi, menggerakkan semua Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) pada 143 kelurahan kemudian dari dinas – dinas lain seperti 
Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dan olahraga serta di kecamatan 
membuat program masing – masing dengan mengundang lurah, RT/RW dan 
tokoh masyarakat. Upaya sosialisasi kepada masyarakat sebagai gerakan moral, 
perbaikan perilaku masyarakat yang rantasa menjadi lebih baik, mulai dari 
pribadi, rumah dan lingkungan sekitar. Pemerintah telah melakukan berbagai 
inovasi dalam mengsosialisasikan Gemar MTR. Mulai dari bertemu langsung 
melalui sebuah kegiatan maupun pada saat melakukan kerja bakti. Dari 
serangkaian kegiatan yang dilakukan, masih ada masyarakat yang merasa tidak 
tersentuh oleh kegaiatan sosialisasi tersebut.  
Pemerintah belum mampu menghimpun seluruh masyarakatnya. 
Berdasakan Teori Sistem William Dunn, kebijakan Gemar MTR telah 
menggerakkan seluruh pelaku kebijakan untuk mampu berperan aktif. Sementara 
yang terjadi, peran dari salah satu bagian dari pelaku kebijakan yakni pemerintah 
belum mampu optimal dalam hal sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak 
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secara merata paham dengan makna dari Gemar MTR. Teori Grindle juga 
mengungkapkan dalam konteks implementasi, indikatornya ada Kekuasaan, 
strategi aktor yang terlibat. Keterlibatan semua struktur pemerintahan hingga 
RT/RW merupakan strategi pelaksanaan program yang dilakukan pembuat 
kebijakan dalam hal ini Walikota Makassar.Terkhusus pemerintah yang ada di 
tingkat RW dan RT yang juga menjadi aktor yang terlibat dalam 
mengsosialisasikan Gemar MTR, kemaksimalan sosialisasi dari pihak tersebut 
sangat diperlukan karena RW dan RT adalah pemerintah yang paling dekat 
dengan masyarakat. Bukan hanya para tokoh masyarakat yang paham tapi 
seluruh masyarakat karena Gemar MTR ditujukan untuk seluruh warga Kota 
Makassar. 
1. LISA (Lihat Sampah Ambil) 
LISA adalah gerakan moral dari Gemar MTR yang ingin 
menggerakkan seluruh masyarakat dalam hal kebersihan. Partisipasi 
masyarakat dibutuhkan sehingga sampah masyarakat bukan hanya petugas 
kebersihan yang mengurusnya tapi pribadi masing-masing masyarakat. 
Program ini ingin menanamkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa 
menciptakan kebiasaan hidup bersih kapan pun dan dimana pun. 
Program LISA telah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah juga telah 
memfasilitasi masyarakat dalam menunjang program tersebut. Pengadaan 
kantong plastik dan tempat sampah telah diadakan oleh pihak pemerintah 
setempat, atau lebih tepatnya pemerintah Kecamatan. Fasilitas yang 
disediakan adalah berupa tempat sampah basah dan kering yang ada di 
sepanjang jalan yang disebut tempat sampah gendang dua. Tempat sampah 
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yang telah dipasangi kantong plastik sampah ketika sudah penuh, akan 
diganti dengan kantong plastik yang baru. Tempat sampah ini mengajarkan 
masyarakat untuk mampu memilah sampah yang mereka akan buang.  
Tempat sampah gendang dua ini merupakan ide inovatif dari 
pemerintah yang patut diapresiasi. Tempat sampah gendang dua ini 
ditujukan kepada masyarakat pejalan kaki atau pun yang berkendara ketika 
ingin membuang sampah seperti sampah minuman, puntung rokok dan 
sampah-sampah kecil lainnya. Hal ini berangkat dari banyaknya masyarakat 
yang membuang sampah dijalanan karena tidak menemukan tempat 
sampah. 
Keberadaan gendang dua ini sangat inovatif, kreatif dan efektif. 
Gendang dua ini membantu masyarakat yang ada di jalan untuk membuang 
sampahnya, terutama masyarakat yang merokok sambil berkendara, mereka 
tidak perlu membuang punting rokok disembarangan lagi. Bukan hanya 
punting rokok, botol air minun, dan bungkusan makanan kecil juga bisa 
dibuang di sana apalagi dibedakannya sampah kering dan basah. Namun, 
masyarakat masih kurang paham dalam penggunaannya. Buktinya 
masyarakat malah membuang sampah rumah tangga mereka di sana 
sehingga gendang dua tidak mampu menahan beban sampah rumah tangga 
tersebut karena muatan gendang dua tidak besar. Selain itu, sampah rumah 
tangga mengundang hewan – hewan seperti kucing, tikus, anjing bahkan 
ayam pun ikut merusak gendang dua yang menggunakan kantong sampah 
yang mudah untuk dirusaki. Selain itu ada masyarakat yang malah sengaja 
mengambail kantongannya bahkan mengambil besinya juga. 
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Tempat sampah gendang dua memang tetap dijadikan tempat 
sampah oleh masyarakat tapi sampah yang dimaksud oleh masyarakat 
berbeda dengan sampah yang dimaksud oleh pemerintah. Tempat sampah 
gendang dua dijadikan tempat sampah sementara oleh masyarakat untuk 
membuang sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang memiliki 
muatan yang lebih besar dibandingkan sampah – sampah kecil membuat 
tempat sampah gendang dua tidak mampu menahan beban sampah rumah 
tangga masyarakat. Akibatnya, tempat sampah gendang dua banyak yang 
mengalami kerusakan bahkan ada yang sudah tidak bisa digunakan kembali. 
Selain dari itu, sampah rumah tangga yang ditaruh di tempat sampah 
gendang dua mengundang hewan-hewan seperti ayam, kucing, anjing 
bahkan sapi untuk menghamburkannya sehingga sampah tersebut 
berserakan di jalanan. 
Data dari Kejaksaan Negeri Kota Makassar, berdasarkan sumber 
dana dari APBD 2014 nilai Proyek gendang dua ini sebesar                                 
Rp. 2.625.000.000 M. Sementara kondisi gendang dua ada yang tidak layak 
pakai bahkan ada yang harusnya tidak difungsikan lagi. Sudah sangat jarang 
menemukan gendang dua pada kondisi idealnya. Penumpukan sampah lebih 
banyak terjadi pada gendang dua. Sementara banyaknya anggaran dan unit 
yang disebarkan di seluruh wilayah Kota Makassar belum terhitung anggaran 
untuk kantong sampah yang harus diganti setiap penuh, menunjukkan proyek 
gendang dua tidak berhasil mencapai tujuan pengadaannya bahkan 
memboroskan anggaran pemerintah  
Perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat 
menunjukkan bahwa sarana untuk mendukung program LISA ini masih perlu 
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evaluasi lagi. Pengadaan gendang dua ini juga memakan biaya yang cukup 
besar sementara efetivitasnya di lapangan sangatah minim. Mengingat 
bahwa LISA adalah program yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran 
masyarakat untuk senantiasa hidup bersih dengan membuang sampah pada 
tempatnya. Namun, kesadaran ini sulit untuk terbangun jika tidak ada sarana 
yang menunjang.  
Dari serangkaian uraian di atas, menunjkkan bahwa program LISA 
sangat kreatif. LISA dengan pengadaan gendang dua ini memiliki manfaat 
yang sangat baik bagi perkembangan Kota Makassar ke depanya. LISA 
merupakan program ajakan dengan memberi contoh langsung tentang 
bagaimana bersikap saat melihat sampah berserakan di sekitar, dimanapun 
dan apapun kegiatan yang dilakukan. Program yang dilakukan secara 
spontan tanpa diawali oleh perintah atau intruksi tapi gerakan yang berasal 
dari ajakan pribadi diri sendiri. Sarana dari LISA juga sangat inovatif yakni 
pengadaan tempat sampah gendang dua yang disebarkan di seluruh jalan 
Kota Makassar. Ketika melihat dari segi perubahan yang diharapakan tidak 
sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Keefektifan dari gendang dua ini 
menjadi minim dirasakan oleh pemerintah atau pun masyarakat karena 
perbedaan penafsiran penggunaan dari tempat sampah gendang dua 
tersebut membuat proyek gendang dua ini menjadi proyek gagal dengan 
melihat banyaknya kondisi gendang dua yang sudah tidak layak pakai.  
2. MABASA (Makassar Bebas Sampah) 
Mabasa adalah salah satu program yang bertujuan mengubah Kota 
Makassar terbebas dari sampah. Dalam mewujudkan hal tersebut, banyak 
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program yang terkait dengan pengelolaan sampah untuk menciptakan Kota 
Makassar yang terbebas dari sampah. Di sudut jalan bebas sampah, di 
kantor bebas sampah, di sekolah bebas sampah, bahkan di Tempat 
Pembuangan Sampah Akhir bisa bebas sampah.  
Program ini didukung oleh rangkaian kegiatan lainnya. Pertama, 
pengelolaan sampah yang tersistematik. Pengelolaan yang sistematik dan 
setiap kecamatan memiliki sistem pengelolaan sampah masing-masing. Saat 
ini setiap kecamatan memiliki sistem pengambilan sampah yang berbeda-
beda. Pada setiap kecamatan, pembuangan sampah harus di malam hari 
yang pengambilannya di bagi per-zona, ada 3 zona. Setiap zona akan ada 
mobil Tangkasaki yang menunggu pada satu titik kemudian motor Fukuda 
menyisir semua jalanan, lorong sampai tidak ada lagi sampah masyarakat 
yang di simpan depan rumah dan biasa sampai 3 kali menyisir baru selesai. 
Setelah itu dibawa ke mobil Tangkasaki dan jika sudah penuh langsung 
dibawah ke TPA. 
Pola pengambilan sampah masyarakat oleh pemerintah berdasarakan 
penyataan dari pihak kecamatan itu berbeda-beda. Ada yang melaksanakan 
secara perzona, ada yang melakukan sekali dalam dua hari dan ada yang 
melakukan hanya pada malam hari. Proses Pengambilan sampah dilakukan 
sesuai dengan inovasi dari tiap-tiap kecamatan selama tidak keluar atau 
bersebarangan dengan isi Peraturan Daerah yang ada. Sementara petugas 
kebersihan akan menyapu jalanan pada pagi hari setiap hari pada titik- titik 
tertentu. Hal ini rutin dilakukan karena sampah selalu ada di jalan dan tiap 
hari mobil truk sampah yang muatannya penuh pada saat mengangkutnya ke 
TPA, sampahnya berterbangan di jalanan.  
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Sarana pembuangan sampah masyarakat berupa kontainer yang 
disediakan oleh kecamatan, sampah masyarakat di letakkan di depan rumah 
kemudian diambil oleh mobil Tangkasaki dan khusus yang bermukim di 
lorong diambil oleh motor 3 (tiga) roda atau motor Fukuda. Setelah motor 
Fukuda penuh maka akan dibawa ke mobil Tangkasaki dan akan menyisir 
kembali jalanan bila masih ada sampah yang belum dijangkau oleh motor 
Fukuda tersebut. Sementara untuk mobil Tangkasaki jika telah penuh maka 
akan langsung dibawa ke TPA yang ada di Kelurahan Tamangapa 
Kecamatan Manggala.  
Waktu pengambilan sampah sesuai himbauan dari Walikota 
Makassar adalah di malam hari mulai pukul 20.00 hingga pukul 21.00 WITA. 
Sementara masih ada Kecamatan yang melakukan pengambilan sampah 
pada pagi hari. Petugas Kecamatan yang masih melakukan pengambilan 
sampah pada pagi hari kurang tepat. Kecamatan diberikan kebebasan 
melakukan inovasi dalam proses pengangkutan sampahnya walaupun secara 
tidak penuh. Namun, sesuai arahan dari Walikota jika pembuangan sampah 
harus dilakukan pada malam karena bertujuan, waktu beraktifitas masyarakat 
antara pukul 06.00 sampai 17.00 itu bisa bebas dari sampah yang 
berserakan di jalan. Sementara sampah-sampah yang berterbangan saat 
diangkut oleh mobil Tangkasaki atau mobil truk lainnya menuju ke TPA pada 
malam hari bisa dibersihkan oleh petugas kebersihan yang menyapu jalanan 
di pagi.  
Kedua, pengadaan mobil “Tangkasaki‟ sebagai mobil pengangkut 
sampah yang baru. Sistem pelayanan pengangkutan sampah di Kota 
Makassar sebelumnya dilayani oleh Dinas -nan dan Kebersihan Kota 
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Makassar namun saat ini diserahkan kepada kecamatan. Gemar MTR dalam 
makna sempit itu tentang kebersihan dan dalam Undang-Undang nomor 18 
tahun 2011 masalah kebersihan itu dibagi menjadi dua hal, pertama yaitu 
pengurangan sampah dan kedua, penataan kebersihan. Dalam penataan 
kebersihan ada banyak jenjangnya, mulai dari memahamkan masyarakat 
tentang memilah sampah, menyiapkan tempat sampah, memproses daur 
ulang sampah, mengumpulkan sampah, dan memproses akhir sampah, 
sedangkan yang dilimpahkan ke kecamatan adalah proses pengangkutannya 
saja. Jumlah angkutan sampah pada setiap kecamatan yang berbeda-beda 
yang tidak seimbang dilakukan berdasarakan beberapa hal antara lain luas 
wilayah, jumlah penduduk dan jumlah timbunan sampah.  
Ketiga, retribusi sampah sesuai dengan Perda Kota Makassar tentang 
retribusi pelayanan persampahan, wajib retribusi diberikan kepada orang 
pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu oleh 
Pemerintah kota. Kewajiban retribusi sampah pernah hilang beberapa waktu 
memberikan pengaruh kepada retribusi sampah saat ini. Apalagi retribusi 
sampah masyarakat banyak yang belum mengetahuinya sehingga membuat 
masyarakat sangsi. 
Retribusi yang diberikan masyarakat sesuai pernyataan dari pihak 
kecamatan jatuh ke tangan petugas yang mengambil sampah. Sosialisasi 
terkait regulasi terbaru tentang retribusi ada pada Peraturan Walikota Nomor 
56 tahun 2015 masih belum dioptimalkan. Peraturan Walikota ini masih 
dalam tahap sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum 
berpartisipasi aktif dalam pembayaran retribusi sampah. Saat ini masyarakat 
masih melakukan pembayaran secara sukarela kepada petugas kebersihan 
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yang uang tersebut diambil oleh petugas itu sendiri.sehingga wajar jika masih 
ada masyarakat yang tidak rutin atau bahkan ada yang tidak membayar 
retribusi.  
Keempat, sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah di 
sembarangan tempat. Sesuai Perda Kota Makassar tentang pengelolaan 
sampah, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang 
diatur dalam Perda tersebut akan diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau dendan paling banyak Rp. 50.000.000,-. Sampai saat ini 
penengakan sanksi ini belum maksimal. Selain alasannya karena sulitnya 
menangkap oknum yang buang sampah di sembarangan tempat, pemerintah 
juga memberikan hukuman tidak sesuai dengan Perda. Berbeda dengan 
sistem yang diterapkan di sekolah (baca poin Aku dan sekolahku tidak 
rantasa), sanksi yang keras diberikan untuk menumbuhkan efek jera pada diri 
siswa sehingga siswa tidak mengulanginya lagi. Sanksi yang diberikan saat 
ini belum mampu memberikan efek jera pada masyarakat.  
Berdasarkan uraian keempat program ini harus terlaksana di daerah 
pasar. Pasar sebagai tempat umum yang mempertemukan penjual dan 
pembeli. Setiap hari penjual dan pembeli akan menghasilkan sampah. 
Pembuangan sampah harus di sore hari pada waktu jam pasar akan ditutup. 
Setiap pasar memiliki kontainer yang dikelola oleh Perusahan Daaerah (PD) 
Pasar dari Dinas -nan dan Kebersihan Kota Makassar. Walaupun pasar 
dibawah naungan PD Pasar, tapi kecamatan akan selalu berkoordinasi 
dengan PD Pasar. Kontainer harus setiap hari diangkut oleh mobil 
Tangkasaki karena sehari saja tidak diangkut akan menyebabkan 
 
 
xl 
 
penumpukan sampah dan jika tidak diangkut maka kecamatan memiliki tugas 
untuk mengambil alih pengangkutan tersebut bila diperlukan.  
3. MABELO (Makassar Bersih Lorong) 
Mabelo adalah program kebersihan ke lorong-lorong yang ada di Kota 
Makassar. Program ini memanfaatkan lorong-lorong untuk lebih produktif 
dengan berbagai tanaman. Tanaman tersebut kemudian dipasarkan 
sehingga bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat.  
Program ini menuntut lorong-lorong bisa berbenah dan menjadi 
tempat yang nyaman dan aman untuk dijadikan tempat untuk berkumpul 
bersama dengan masyarakat baik yang muda dan tua. Di lorong akan 
dibenah menjadi lebih rapi dan bersih baik di selokan maupun tembok yang 
ada di lorong tersebut. Sehingga rasa kekeluargaan akan terbangun melalui 
kerja bakti secara rutin dalam pembenahan lorong dan bisa berlanjut pada 
hari-hari setelahnya.  
Di awal pembenahan pun, Pertamina mengeluarkan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam membantu membenah lorong-lorong 
tersebut. Awal pembenahan ini, dipilihlah 14 (empat belas) lorong dari 14 
kecamatan untuk dijadikan lorong percontohan bagi lorong-lorong yang lain 
dan kemudian dilombakan. Setiap lorong memiliki fasilitator dari Yayasan 
Peduli Negeri (YPN) yang mengkordinir pelaksanaan pembenahan lorong 
tersebut. Setiap lorong mendapatkan dana bantuan senilai Rp. 10.000.000,00 
yang diserahkan secara berangsur dalam bentuk perlengkapan penunjang 
pembenahan lorong seperti, bibit, pot, tempat sampah, sapu dan berbagai 
macam perlengkapan penunjang lainnya. Masyarakat Kecamatan Rappocini 
selaku fasilitator dari Pertamina dalam penataan lorong mengungkapkan,  
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Hal ini menunjukkan perhatian Pertamina pada setiap program dari 
Gemar MTR. Setiap tahunnya Pertamina memberikan dana CSR-nya untuk 
membantu pelaksanaan setiap program. Salah satu bantuan yang sangat 
menonjol saat ini adalah penataan loron yang oleh Pertamina disebut 
Longgar atau Lorong Garden Pertamina.  
Pihak akademisi juga memberikan sumbangsihnya kepada program 
ini. Pengadaan program KKN Lorong pada beberapa Universitas di Kota 
Makassar. KKN Lorong ini sampai saat ini telah dilaksanakan oleh 
Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam 
Negeri, Universitas Vetran Republik Indonesia, Universitas Bosowa, dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Reski. Hadirnya mahasiswa di lorong-
lorong sangat membantu masyarakat dan pemerintah setempat dalam 
pembenahannya.  
Gemar MTR itu bukan hanya tugas dari pemerintah untuk 
melaksanakannya. Masyarakat dan pihak swasta juga memberikannya 
kontribusi apalagi dari akademisi harus bisa meluangkan waktu untuk 
memikirkan sebuah inovasi atau minimal berpartisipasi dalam setiap 
program. Gemar MTR ini juga membutuhkan bantuan dari pihak akademisi. 
Memanfaat intelektual mereka, pihak akademisi misi menyumbangan 
beberapa ide kreatif dan inovatif dalam penataan lorong di kecamatan-
kecamatan yang mereka tempati.  
Pada pembenahan lorong ini, pemerintah dan masyarakat mampu 
bekerja sama dalam pembenahannya. Apalagi dengan adanya perlombaan 
lorong bersih menambah semangat masyarakat. Walaupun ada lorong yang 
pembenahannya dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat tidak membuat 
 
 
xlii 
 
mereka menjadi patah semangat bahkan menjadi event ini sebagai ranah 
‟seru-seruan‟ bersama masyarakat yang lain.  
Masyarakat menunjukkan antusiasnya dalam lomba-lomba lorong. 
Selain dapat berkumpul bersama dengan para tetangga yang lain, lorong-
lorong mereka bisa tertata dengan baik sehingga perlengkapan lorong 
walaupun bukan berasal dari dana CSR Pertamina tapi berdasarkan 
swadaya masyarakat.  
Pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama dalam 
menciptakan kondisi lorong yang sesuai dengan tujuan dari program Mabelo. 
Selain itu, kehadiran Bank sampah di setiap lorong yang dibenah menambah 
antusias warga untuk menjaga lorong tetap bersih dan bebas dari sampah 
karena sampah mereka sekarang telah bernilai. 
2.3  Faktor-faktor yang Berpengaruh 
Inti permasalahan dalam analisis model pengelolaan lorong di Kota 
Makassar adalah bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam 
pengelolaan lorong melalui prgram Gemar MTR dibuat sesuai dengan 
ketersediaan sumber daya. Mewujudkan langkah tersebut diperlukan adanya 
implementasi kendali yang dievaluasi, dan hal tersebut tidak terlepas dari  faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan dapat berjalan dengan baik 
atau tidak.  
George Edward III dalam Sutarmin (2009:85) menyatakan bahwa kebijakan 
menjadi efektif sangat ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi atau 
sikap dan struktur organisasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana 
kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber 
daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat 
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dan bagaimana struktur organisasi melaksanakan kebijakan. Sumberdaya 
berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber 
daya manusia. .  
Menerapkan suatu kebijakan khususnya yang berkaitan dengan 
implementasi kebijakan publik tentu tidak mudah, karena banyak faktor yang 
mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut menurut George C. Edwards III dalam 
Nugroho (2009:142)  meliputi faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi 
dan struktur birokrasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:  
 
Terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara komunikasi 
dan struktur birokrasi, komunikasi dengan sumber daya manusia, komunikasi 
dengan disposisi, sumber daya manusia dengan struktur birokrasi dan disposisi. 
Lebih jelasnya diuraikan 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:   
1. Komunikasi 
Menurut Koontz (2006: 16) yang dimaksud komunikasi adalah 
penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima dan informasi itu 
dimengerti oleh yang belakangan, selanjutnya menurut Robbins (2005: 74) 
komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud, kemudian 
Yudith (2005: 33) mengartikan komunikasi sebagai pemindahan informasi, 
gagasan, pengertian, atau perasaan antar orang. Pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi atau 
penyampaian warta dari komunikator kepada komunikan. 
Unsur-unsur komunikasi administrasi menurut Koontz (2006: 17) adalah 
pengirim warta, pengiriman warta, penerima warta, perubahan sebagai akibat 
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komunikasi, faktor-faktor situasi dan organisasi dalam komunikasi; 
sedangkan menurut Robbins (2005: 85) komunikasi administrasi adalah 
pembuatan sandi, warta saluran, penafsiran sandi, penerima umpan balik, 
dan apa bila disimpulkan dari beberapa pendapat di atas unsur-unsur 
komunikasi adalah adanya sumber warta saluran, penerima, hasil umpan 
balik, dan lingkungan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif menurut 
Moekijat (2000: 69) adalah (a) kemampuan orang untuk menyampaikan 
informasi; (b) pemilihan dengan seksama apa yang ingin disampaikan oleh 
komunikator; (c) saluran komunikasi yang jelas dan langsung; (d) media yang 
memadai untuk menyampaikan pesan; (e) penentuan waktu dan penggunaan 
media yang tepat; (f) tempat-tempat penyebaran yang memadai apa bila 
diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak 
dikurangi, tidak diubah, dan dalam arah yang tepat. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan apa bila memilih komunikasi 
menurut Deyer (2005: 75) adalah (a) kecepatan, (b) kecermatan, (c) 
keamanan, (d) kerahasiaan, (e) catatan, (f) kesan, (g) biaya, (h) senang 
memakainya, (i) penyusunan tenaga kerja, (j) Jarak. Dilihat dari jenis 
komunikasi ada 4 (empat), yaitu :  (1) komunikasi dari atas ke atas, (2) 
Komunikasi dari bawah ke atas, (3) komunikasi horizontal, (4) komunikasi 
diagonal. 
2. Sumber Daya 
Menurut Handoko (2008: 69) manajemen sumber daya adalah 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, 
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, memelihara dan 
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pelepasan SDM agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Manajemen 
sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 
pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai  
tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. 
Manajemen sumberdaya menurut Simamora (2003: 75) adalah 
pendayagunaan, pengembangan penilaian, pemberian balas jasa, dan 
pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen 
sumber daya yang efektif mengharuskan manajemen menemukan cara 
terbaik dalam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan 
dan meningkatkan kinerja organisasi. 
Lebih lanjut dijelaskan ada 4 (empat) tipe sumber daya yaitu:  (1) 
finansial, (2) fisik, (3) manusia, (4) kemampuan teknologi dan system. 
Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan 
memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan 
efektif bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. 
Sumber-sumber yang dimaksud menurut  Nugroho (2009: 39) adalah :  (a) 
staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan 
untuk melaksanakan kebijakan, (b) staf yang memiliki informasi yang 
memadai atau relevan untuk keperluan implementasi dan (c) staf mendapat 
dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi dan (d) staf 
yang diberikan wewenang  untuk melaksanakan kebijakan, (e) fasilitas-
fasilitas lain yang mendukung staf. 
Sumberdaya merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi 
suatu kebijakan pemerintah dari kegiatan implementasi kebijakan publik. 
Setiap kegiatan sumberdaya perlu transparan  mempertanggungjawabkan 
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dalam mengembangkan suatu aktivitas sumberdaya, baik sumberdaya 
manusia, sumberdaya aset dan sumberdaya keuangan harus  
3. Disposisi 
Disposisi dalam suatu organisasi diartikan sebagai bentuk kesiapan dari 
seluruh elemen organisasi untuk menjalankan implementasi kebijakan. 
Menurut Subarsono (2005) disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik 
yang dimiliki oleh implementator dalam menyiapkan diri melaksanakan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi  menjadi tidak efektif. 
Disposisi implementator ini mencakup tiga hal penting, yang meliputi :  
(1) Respons implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman 
para implementator terhadap kebijakan yang dilaksanakan; (3) intensitas 
disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 
implementator (Subarsono, 2005). 
Banyak implementor mempertimbangkan kebijaksanaan dalam 
implementasi kebijakan pemerintah. Salah satu alasan melakukan 
implementasi ini untuk merumuskan kebijakan yang strategis dengan tujuan 
pembangunan. Salah satu alasan implementasi suatu kebijakan adalah ingin 
mengembangkan suatu disposisi atau sikap masyarakat dalam ikut 
merumuskan suatu implementasi kebijakan. Menurut Abidin (2008: 155) 
menyatakan disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh 
elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu 
menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan 
 
 
xlvii 
 
oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek 
kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan 
tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan. Pentingnya faktor disposisi 
atau perilaku memegang pengaruh terhadap kegiatan kebijakan pemerintah 
yang secara substantif mengandung psikologi yaitu pembentukan sikap, 
perilaku dan tindakan dari unsur pemerintah dan masyarakat dalam 
berperilaku menyikapi suatu kebijakan publik. 
4. Struktur Birokrasi 
Birokrasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang 
untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan 
fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Karakteristik organisasi 
yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan 
bagian lain dan tergantung pada komunikasi anggotanya untuk 
mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi itu (Dannies, 2007). 
Kochler (2001) mengatakan bahwa birokrasi adalah sistem hubungan 
yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok untuk mencapai 
tujuan tertentu, sedangkan pendapat Wright (2004) mengatakan bahwa 
organisasi adalah suatu bentuk system terbuka dari aktifitas yang 
dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 
Kendatipun kedua pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatan 
berbeda-beda perumusannya, akan tetapi ada 3 (tiga) hal yang sama-sama 
dikemukakan, yaitu: (1) organisasi merupakan suatu sistem;                        
(2) mengkoordinasikan aktivitas, dan (3) mencapai tujuan bersama. 
Suatu struktur birokrasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, dan menurut Stephen P. 
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Robbins (2006) struktur birokrasi meliputi: (1) spesialisasi kerja,                    
(2) departementasi, (3) rantai komando, (4) rentang kendali, (5) sentralisasi 
dan desentralisasi, (6) formalisme. 
Adanya pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan 
dinyatakan oleh Effendi (1991), menyebutkan tiga hal yang mempengaruhi 
kinerja kebijakan, yaitu: (1) kebijakan itu sendiri, (2) organisasi,                          
(3) lingkungan implementasi. Struktur birokrasi dapat dinilai sebagai faktor 
penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Dua hal yang 
tak kalah pentingnya dari organisasi yang dipilih dan struktur birokrasi serta 
bagaimana saling berhubungan antar organisasi-organisasi implementator 
berlangsung, serta lingkungan organisasi yang meliputi kondisi sosial, 
ekonomi, budaya, dan politik di sekitar organisasi. 
Faktor struktur birokrasi mempunyai pengaruh mendukung dan 
menghambat terhadap suatu implementasi kebijakan publik. Peran dan andil 
struktur birokrasi terhadap kegiatan program pembangunan berorientasi 
perencanaan, pengelolaan, penataan dan pengorganisasian suatu kebijakan 
untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.  
2.4   Kerangka Konsep  
Kerangka konsep ini merupakan kerangka penelitian yang bersifat 
deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini menjelaskan arti penting visi dan misi 
Kota Makassar yang mengimplementasikan program berdasarkan Keputusan 
Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah 
Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan 
Makassar Ta‟ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.  
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Program pemerintah ini menjadi program revolusi mental bagi Kota 
Makassar. Pelaksanaan Gemar MTR, pemerintah berkeinginan untuk mengubah 
masyarakat yang berperilaku “rantasa” menjadi pribadi yang bersih melalui 
program LISA (Lihat Sampah Ambil), program MABASA (Makassar Bebas 
Sampah) dan MABELO (Makassar Bersih Lorong), serta LONGGAR (Lorong 
Garden) yang merupakan ide bantuan dari Pertamina untuk mengelola dan 
menata lorong menjadi lebih asri. Ini merupakan program kebijakan Walikota 
Makassar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan 
sebuah model pengelolaan lorong.   
Penerapan program Walikota Makassar dalam penentuan model 
pengelolaan lorong tentu tidak mudah diaktualisasikan, karena tidak terlepas dari 
faktor yang mempengaruhi implementasi program antara lain faktor komunikasi, 
sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi sering menjadi faktor yang 
menghambat dan mendukung dalam mewujudkan model pengelolaan lorong di 
Kota Makassar. Lebih jelasnya peneliti tuangkan dalam kerangka konsep 
sebagai berikut:  
Gambar 2.2  Kerangka Konsep  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM  
GEMAR MTR 
PROGRAM 
LORONG GARDEN 
Program  
Lorong Garden 
- Lebih Produktif 
- Lebih Indah 
- Bersih 
- Hijau  
Faktor Pendukung dan 
Penghambat 
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BAB  III 
METODE  PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data 
dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang didapat dari penelitian 
ini digunakan untuk memecahkan, memahami serta mengantisipasi 
masalah yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian.  
3.1 Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang 
mengeluarkan kebijakan menggunakan bahasa asli daerahnya dalam 
mencapai tujuan pembangunan kota utamanya dalam mencapai visi Kota 
Makassar yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk semua”.  
3.2 Jenis Penelitian  
Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yang memberikan gambaran tentang analisis model pengelolaan 
lorong di Kota Makassar. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif 
kualitatif meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta 
diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut.  
3.3 Sumber Data  
Penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan 
data sekunder:  
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a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden/informan dengan memakai teknik pengumpulan data 
berupa interview (wawancara) berdasarkan pedoman wawancara.  
Penelitian ini lebih menekankan pada data primer untuk 
mengetahui analisis dari kebijakan tersebut. Teknik penarikan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive sampling 
yang merupakan suatu metode yang sengaja dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa responden/informan yang dipilih dianggap 
banyak mengetahui dan berkompeten terhadap persoalan yang diteliti. 
Jumlah informan penelitian ada 13 (tiga belas) orang dengan rincian 
sebagai berikut:  
1) Informan Kunci, yaitu pembukat kebijakan dalam hal ini Walikota 
Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, sebagai kepala daerah Kota 
Makassar yang menggagas Gemar MTR.   
2) Informan dari masyarakat, terdiri atas 7 orang pihak pemerintah (1 
orang Kepala Dinas, 3 orang Camat dan 3 orang Lurah) dan 6 
orang dari pihak masyarakat (masing-masing 2 orang dari tiga 
kecamatan yang terpilih, dengan rincian sebagai berikut:  
a) Pihak Pemerintah sebanyak 7 orang, yaitu: 
(1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, 
sebagai lembaga pemerintahan yang berfokus pada bidang 
kebersihan.  
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(2) 3 orang Kepala Kecamatan Kota Makassar, yaitu Kecamatan 
Mariso, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini.  
(3) 3 orang Lurah di Kota Makassar, yang dipilih berdasarkan 
pertimbangan jumlah penduduk terbesar dan terkecil dengan 
asumsi bahwa produksi sampah relatif akan pararel dengan 
besaran jumlah penduduk. 
b) Pihak Masyarakat, sebanyak 6 orang, diambil secara acak pada 
3 kecamatan yang terpilih. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, arsip, materi, serta literatur lainnya yang relevan 
dalam melengkapi data primer penelitian.  
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melipuit observasi, 
wawancara,  studi kepustakaan dan dokumentasi.    
a. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara 
pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab dengan 
pemerintah dan masyarakat mengenai model pengelolaan lorong di 
Kota Makassar.  
b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan kepada informan untuk 
mendapatkan sejumlah jawaban dari sejumlah pertanyaan yang 
berkaitan dengan persoalan penelitian.  
c. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 
hanya mengukur sikap dari responden/informan namun juga dapat 
digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini 
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digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 
responden/informan yang tidak terlalu besar.  
d. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data melalui teks-teks 
tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, artikel-artikel 
dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip 
organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Pengumpulan 
data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam 
penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka 
dalam menjawab rumusan masalahnya.  
e. Dokumentasi, di mana sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang 
tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, 
laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas 
pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 
untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. 
Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu 
otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, 
klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan 
flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.  
3.5 Defenisi Operasional  
 
 
lv 
 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mencoba 
menjabarkan definisi oprasional yang digunakan pada penelitian ini agar 
dapat dijadikan sebagai acuan.  
a. Program pemerintah Gemar MTR (Gerakan Masyarakat Makassar Ta‟ 
Tidak Rantasa) adalah program revolusi mental yang diterapkan oleh 
Walikota Makassar untuk warga Kota Makassar, yang terdiri atas: 
1) Lisa (Lihat Sampah Ambil) adalah gerakan moral dari Gemar MTR 
yang ingin menggerakkan seluruh masyarakat dalam hal 
kebersihan. 
2) Mabasa (Makassar Bebas Sampah) adalah program yang 
bertujuan mengubah Kota Makassar terbebas dari sampah. 
3) Mabelo (Makassar Bersih Lorong) adalah program kebersihan ke 
lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Program ini 
memanfaatkan lorong-orong untuk lebih produktif dengan berbagai 
tanaman. 
4) Longgar (Lorong Garden) adalah upaya pengelolaan lorong dengan 
menggunakan dana dari Pertamina untuk menata lorong menjadi 
asri melalui penanaman pohon, sayur dan apotik hidup.   
b. Faktor yang mempengaruhi model pengelolaan mengacu faktor 
kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap 
pelaksana dan struktur birokrasi.  
1) Komunikasi adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan 
model pengelolaan lorong.  
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2) Sumber daya manusia yaitu potensi pelaksana dalam 
pengembangan model pengelolaan lorong. 
3) Disposisi adalah suatu kesiapan dalam dalam pengembangan 
model pengelolaan lorong.   
4) Struktur birokrasi adalah kewenangan tugas dan fungsi secara 
struktur dalam pengembangan model pengelolaan lorong. 
c. Model pengelolaan adalah struktur yang mengatur dan mengendalikan 
setiap warga untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah.  
3.6 Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
serangkaian aktivitas penanganan data yang dimulai dari tahapan pengumpulan 
data kemudian dilakukan analisa data sesuai dengan tahapan reduksi data dan 
penyajian data, verifikasi data dan reduksi data. Miles dan Huberman (2014) 
dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, display data dan penyajian 
data, menarik kesimpulan atau verifikasi, dengan pola sebagaimana 
digambarkan dalam gambar dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 
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Analisis Data Model Interaktif 
 
 
Sumber: Miles dan Huberman (2014) 
 
 
Berdasarkan gambar di atas, berikut dijelaskan prosedur analisis data di 
bawah ini: 
1. Pengumpulan data yaitu proses pencarian berbagai bentuk data dan 
informasi yang menunjang pengamatan secara ilmiah.  
2. Penyajian data (display data) yaitu kegiatan yang dilakukan dengan 
menampilkan atau memperlihatkan berbagai informasi dan data yang sesuai 
dengan kenyataan di lapangan tempat penelitian.  
3. Data kondensasi yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, 
menyederhanakan, memberikan makna dan melakukan keterangan 
pengamatan di tempat penelitian.  
4. Verifikasi data yaitu mencari arti atau makna yang terhimpun dari berbagai 
kesimpulan sementara yang berkaitan dengan temuan pengamatan di tempat 
penelitian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar  
4.1.1 Sejarah Kota Makassar  
Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan 
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.  
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 
94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah    
Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya 
Makassar.  
Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung 
Pandang, hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km2 menjadi 115,87 
Km2, terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 
700 ribu jiwa.  
Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kupulauan. Pada masa jabatan 
Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar dikembalikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung 
Pandang menjadi Kota Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut 
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disebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang 
dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan 
pasal 5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, 
bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 
9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen masyarakat Kota 
Makassar mulai dari Budayawan, Pemerintah, dan Masyarakat yang 
mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar.  
Kota Makassar biasa juga disebut Kota Daeng atau Kota Anging Mamiri. 
Daeng adalah salah satu gelar dalam strata atau tingkat masyarakat di Makassar 
atau di Sulawesi Selatan pada umumnya, Daeng dapat pula diartikan “kakak”. 
Ada tiga klasifikasi “Daeng”, yaitu: nama gelar, panggilan penghormatan, dan 
panggilan umum. Sedang Anging Mamiri artinya “angin bertiup” adalah salah 
satu lagu asli daerah Makassar ciptaan Borra Daeng Ngirate yang sangat 
populer pada tahun 1960-an.  
Wilayah Kota Makassar 175,77 km2, maka batas-batas wilayahnya 
berubah, sebagai berikut:  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
(Pangkep), dan Kabupaten Maros.  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.  
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 
Takalar.  
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  
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Adapun nama – nama Kepala Pemerintahan Kota Makassar sebagai  
berikut:  
a. Sampara Dg. Lili (1951-1952)  
b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957)  
c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959)  
d. Latif Dg. Massikki (1959-1962)  
e. H. Arupala (1962-1965)  
f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976)  
g. Kol. Abustam (1976-1982)  
h. Kol. Jancy Raib (1982-1988)  
i. Kol. Suwahyo (1988-1993)  
j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999)  
k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004)  
l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008)  
m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 - 2009)  
n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 - 2014)  
o. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2014 sampai Sekarang)  
4.1.2 Visi dan Misi  
Visi Kota Makassar adalah ”Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang 
Nyaman untuk Semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang 
diemban adalah: 
1. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia  
a. Menuju bebas pengangguran.  
b. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua.  
c. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam.  
d. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah.  
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e. Sampah kita DIA tukar beras.  
f. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan.  
g. Rumah kota murah untuk rakyat kecil.  
h. Hidup hijau dengan kebun kota.  
2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia  
a. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya.  
b. Bentuk badan pengendali pembangunan kota.  
c. Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar.  
d. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia.  
e. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia.  
f. Bangun biringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya.  
g. Bangun taman temati.  
h. Tata total lorong.  
3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas 
korupsi  
a. Menuju PAD Rp.1 Triliun  
b. Insentif progersif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta perbulan  
c. Pelayanan publik langsung ke rumah  
d. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan  
e. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu  
f. Bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City”  
g. Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar  
4.1.3 Secara Administrasi  
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Kota Makassar merupakan kota tebesar keempat di Indonesia dan 
terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki luas areal 75,77 km2. 
Secara jelas dilihat pada Tabel 4.1:  
Tabel 4.1. Luas wilayah, Jumlah: Kelurahan, dan Penduduk Kota Makassar 
 
No Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso 
Mamajang 
Tamalate 
Rappocini 
Makassar 
Ujung Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakkukang 
Manggala 
Biringkanaya 
Tamalanrea 
1,82 
2,25 
20,21 
9,23 
2,52 
2,63 
1,99 
2,52 
5,94 
5,83 
17,05 
24,14 
48,22 
31,85 
9 
13 
10 
10 
12 
10 
8 
14 
12 
15 
11 
6 
7 
6 
59.612 
65.824 
165.979 
156.427 
67.088 
31.365 
38.214 
90.900 
52.532 
147.224 
147.659 
108.185 
140.691 
97.530 
Sumber: BPS Kota Makassar, 2017 
 
Tabel 4.1, menunjukkan bahwa wilayah terluas yaitu Kecamatan 
Biringkanaya 48,22 km2, sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso 
dengan luas 1,82 km2. Kota Makassar sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai 
pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan 
dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa 
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angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan.  
Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. 
Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk 
Kota Makassar pada tahun 2014 adalah 1.370.080 jiwa. Kota Makassar terdiri 
dari beberapa etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar, 
etnis Bima (Nusa Tenggara Barat) dan lain – lain.  
Tabel 3. terlihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 
Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk 165.979 jiwa, berbatasan di 
sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur kabupaten gowa, 
di sebelah selatan kabupaten Takalar dan di sebelah barat dengan Selat 
Makassar. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu kecamatan Ujung 
Pandang dengan jumlah penduduk 31.365 jiwa, terletak di pesisir bagian barat 
Kota Makassar dengn luas wilayah 2,63 km2 dengan batas wilayah sebelah 
utara berbatasan dengan kecamatan Wajo, sebelah timur berbatasan dengan 
kecamatan Bontoala dan kecamatan Makassar, sebelah selatan berbatasan 
dengan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso dan sebelah barat dengan 
Selat Makassar.  
Mayoritas penduduk Makassar beragama Islam, dalam sejarah 
perkembangan Islam Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama 
islam ke kalimantan, Philipina Selatan, NTB, dan Maluku. Kota Makassar 
disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana 
Toraja dan daerah – daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata seperti: 
Pulau Lae – lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek Wisata peninggalan 
sejarah lainnya seprti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makan Syekh 
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Yusuf, Makan Pengeran Dipenogoro, Makan Raja – Raja Tallo, dan lain – lain. 
Fasilitas penunjang tersedia sejumlah hotel, tempat wisata, selain itu juga 
terdapat obyek wisata Tanjung Bungan yang potensial.  
4.2  Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar  
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Intitusi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang pembentukannya 
diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi 
dan imanijasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan 
terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka 
hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan 
fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan 
mendukung tericiptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas 
kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efesien.  
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai 
Peratuan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya 
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan:  
1. Tugas Pokok  
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas 
pokok merumuskan, menimbang, mengendalikan kebijakan dibidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi), penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakanan dan tempat Pengelolaan 
Akhir Sampah (TPA).  
2. Fungsi  
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a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang 
pertamanan, penghijuan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) .  
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).  
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama 
dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan 
(dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan 
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).  
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta 
masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan 
(dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan 
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).  
e. Pelayanan perizinan pemakaman  
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknisk operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya.  
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.  
h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis.  
4.2.1 Visi dan Misi  
Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah "Kota 
Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri  2017". Berdasarkan visi tersebut di 
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atas, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam mewujudkannya 
membutuhnkan misi yang medukung dari visinya, maka dirumuskan misi sebagai 
berikut:  
a. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan 
persampahan/kebersihan yang berkelanjutan. 
b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan 
persampahan/ kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia 
usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem 
pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) sesuai dengan prinsip Good an Cooperate Governance.  
e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan  
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat organisasi yang tercantum 
dala struktur organisasi sebagai berikut:  
1. Seketariat  
Seketariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar.  
2. Sub Bagian Umum Kepegewaian  
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Sub Bagian Umum Kepegewaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis ketatausahan, mengelola administrasi 
kepegawaian serta melaksanakan urusan ke rumah tanggang dinas.  
3. Sub Bagian Perlengkapan  
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta 
mengevaluasi semua pengadaan barang.  
4. Bidang Pertamanan  
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksakan pembangunan dan 
pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta pembibitan 
dan pengembagan tanaman.  
5. Seksi Pembangunan Taman  
Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksakan pembangunan, 
penataan dan pengembangan fungsi - fungsi taman kota.  
6. Seksi Pemeliharaan Taman  
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan 
taman kota, pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi) kota.  
7. Seksi Pembibitan  
Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembibtan dan 
pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam.  
8. Bidang Penghijuan Kota  
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta 
melaksanakan pengawasan dan pengusutan.  
9. Seksi Pembagunan Kawasan Hijau  
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Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi pengelolaan 
kawasan penghijaun kota.  
10. Seksi Pemeliharaan Kawasaan Hijau  
Seksi Pegawasan dan Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan, pengendalian dan pengusutan terhadap kegiatan yang diduga 
terdapat perbuatan melanggar hukum atas tindakan terhadap keselamatan 
dan jalur penghijaun kota.  
11. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota  
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, 
pengembangan partisipasi masyarakat. penyuluhan/pembinaan dan 
penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Pengelolaan 
Kebersihan/Persampahan. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan 
Kota menyelenggarakan fungsi.  
a. Melaksanakan penyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya  
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kelembagaan 
peran peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota.  
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi kebijakan 
penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas Kebrsihan Kota.  
d. Mengembangkan lokasi - lokasi percontohan peran serta masyarakat 
dalam kegiatan kebersihan/persampahan serta mempromosikan kegiatan 
3R; kegiatan persampahan (pengelolaan daur ulang) yang berorientasi 
peningkatan sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi.  
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e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
12. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat  
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan msayarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan.  
13. Seksi Pengembangan Partisipasi  
Seksi Pegembangan Partisapasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan kebersihan/persampahan kota.  
14. Seksi Penyeluhan dan Pembinaan Teknik  
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota.  
15. Bidang Penataan Kebersihan Kota  
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, melaksanakan 
monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan Pemeliharaan peralatan dan 
alat berat.  
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya.  
b. Penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan teknik 
pengembangan penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan Kota.  
c. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi pengumpulan, 
pengangkutan, pengelolaan sampah dan Tempat Sampah Pengeloloaan 
Akhir (TPA).  
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d. Melaksanakan penataan sistem dan mekanisme pembersihan jalan, 
pengelolaan TPS/Kontainer dan penataan zona/blok/jalur pelayanan 
pengangkutan sampah.  
e. Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota.  
f. Penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota.  
g. Melaksanakan penelitian/kajian, obesrvasi pengembangan sistem 
pengelolaan kebersihan/ persampahan.  
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanakan 
peyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota.  
i. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat.  
j. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
16. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota  
Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan sistem dan teknologi 
pengelolaan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.Seksi 
Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota menyelenggarakan 
fungsi:  
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 
Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota.  
b. Melaksanakan kajian dan perencanaan dan perumusan pengembangan 
teknik penyelenggaraan pengelolaan kebersihan/persampahan kota.  
c. Melaksanakan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota.  
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d. Melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem dan teknologi 
pengelolaan kebersihan/persampahan kota.  
e. Melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah meliputi 
pembersihan/penyapuan jalan, pengelolaan TPS/Kontainer dan 
pengangkutan sampah dari sumber TPA.  
f. Melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan kebersihan/ 
persampahan kota.  
g. Menyiapakan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.  
h. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana dan program 
pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  
i. Melaksanakan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan 
sampah galian dan pengangkutan hasil semua sampah dalam arti luas.  
j. Menyiapakan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.  
k. Penyiapan bahan perumusan kebijakasanaan teknis rencana dan 
program pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  
l. Melaksanakan pengakutan sampah langganan, sampah umum dan 
sampah galian dan pengakutan hasil dan semua sampah dalam arti luas.  
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.  
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
17. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota  
Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.  
 
 
lxxii 
 
18. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat  
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan dan alat berat.  
Adapun struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
Gambar  4.1  Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota  
     Makassar 
 
 
 
 
4.3  Pelaksanaan Pengelolaan Lorong di Kota Makassar 
Pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar di awali dengan 
pelaksanaan Gerakan Makassar Tidak Rantasa dengan berbagai program 
seperti LISA, Mabasa dan Mabelo. Diketahui pelaksanaan sebuah kebijakan 
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merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pelaksanaan 
sebuah kebijakan sering dianggap hanya merupakan bagian yang kurang 
berpengaruh, hanya berupa sebuah putusan oleh legislatif atau para pengambil. 
Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan pelaksanaan sebuah kebijakan 
menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pelaksanaan kebijakan 
merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan 
dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.  
Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan perwujudan dari 
keputusan para pengambil keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau 
pun masyarakat atau pun non pemerintah dengan harapan akan memperoleh 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang 
dikeluarkan. Setiap harinya, manusia secara alamiah menghasilkan sampah, 
baik sampah organik maupun an-organik. Sampah organik merupakan limbah 
yang berasal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan 
yang mengalami pembusukan atau pelapukan, dan ramah lingkungan karena 
dapat diurai oleh bakteri secara alami dan berlangsung cepat. Sampah anorganik 
merupakan limbah yang berasal dari sisa manusia yang sulit untuk di urai oleh 
bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (hingga ratusan tahun) 
untuk di uraikan.  
Kota Makassar memiliki jumlah penduduk 1.370.080 jiwa. Setiap 
penduduk akan menghasilkan minimal satu sampah an-organik perharinya. Jika 
sampah plastik 1.370.080 yang dihasilkan oleh penduduk Kota Makassar tidak 
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ditangani maka kanal dan selokan akan penuh bahkan Kota Makassar akan 
tertimbun oleh sampah.  
Masalah persampahan dan kebersihan merupakan permasalahan yang 
akan terus terjadi tiap harinya. Penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan 
diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berangkat dari hal tersebut, 
Ir.H.Moh, Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar meluncurkan sebuah 
program bernama Gerakan Masyarakat Makassar ta‟ Tidak Rantas atau biasa 
dikenal dengan singkatan Gemar MTR.  
Program ini lahir berdasarkan Visi Misi Walikota yang terpilih kemudian 
mengeluarkan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 
tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta‟ Tidak Rantasa 
(Gemar MTR) Kota Makassar. Program ini menyangkut seluruh aspek yang ada 
di Kota Makassar karena ingin membuat Kota Makassar menjadi lebih layak atau 
tidak „rantasa‟ yang siap menjadi Kota dunia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.4. Model Pengelolaan Lorong Grden Gotong Royong 
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Gemar MTR dalam aspek kebersihan telah meluncurkan berbagai 
program yang terkait dengan kebersihan, seperti LISA, Mabasa dan Mabelo. 
LISA singkatan dari Lihat Sampah Ambil yang bertujuan menyampaikan, 
mengisyaratkan dan menyuruh kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk 
senantiasa mengambil sampah yang berserakan yang ada di sekitarnya untuk 
dibuang ke tempat sampah. Mabasa singkatan dari Makassar bebas sampah 
yang bertujuan meciptakan Kota Makassar terbebas dari sampah – sampah yang 
berserakan baik di sudut – sudut jalan sampai ke rumah – rumah warga. Mabelo 
singkatan dari Makassar Bersih Lorong yang bertujuan lorong – lorong yang ada 
di Kota Makassar dapat tertata dengan rapi dan bersih serta tidak semrautan. 
Ketiga program dari Gemar MTR ini telah dilaksanakan oleh 14 (empat belas) 
kecamatan yang ada di Kota Makassar. Hal tersebut sesuai dengan arah dari 
Walikota Makassar baik pada peluncuran program Gemar MTR pada acara 
a’bbulo sibatang lompoa di Celebes Convention Center (CCC) maupun pada 
setiap pertemuan para camat se-Kota Makasssar. Penulis telah memiliki indikator 
pencapaian pelaksanaan Gemar MTR dalam aspek kebersihan untuk melihat 
dan kemudian menganalisis pelaksaan Gemar MTR di setiap kecamatan di Kota 
Makassar. Melalui indikator tersebut, penulis dapat mengetahui pencapaian 
pelaksanaan setiap program dari Gemar MTR. 
Regulasi sangat penting dalam sebuah kebijakan karena menjadi payung 
hukum sekaligus acuan pelaksanaan sebuah kebijakan. Gemar MTR memiliki 
banyak aspek di dalamnya dan dalam penelitian ini penulis lebih kepada aspek 
- Mobil Sampah 
- Bibit Tanaman 
- Sarana Prasarana 
- Pot Tanaman 
- Tempat Sampah 
- Petak Tanaman 
- Memelihara Tanaman 
- Mengecat Lorong 
- Menjaga Kebersihan 
Lorong 
Garden 
Pemerintah 
CSR 
Masyarakat 
GEMAR 
MTR 
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kebersihan. Regulasi untuk Gemar MTR adalah Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini 
adalah landasan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan Gemar 
MTR terkait kebersihan. Adapun kedepannya akan ada regulasi hasil revisi yang 
tidak jauh beda dengan regulasi sebelumnya namun ada perubahan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat Kota Makassar.  
Gemar MTR berjalan bukan hanya berdasarkan arahan dari pembuat 
kebijakan tapi telah memiliki perencanaan yang strategis dengan tetap 
berpedoman pada regulasi yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan Teori 
Sistem Wlillam Dunn, regulasi ini menggerakkan seluruh pelaku kebijakan untuk 
memberikan perubahan secara merata di lingkungan kebijakan. Sementara 
dalam Teori Grindle juga menjelaskan bahwa indikator implementasi kebijakan 
dari segi isi kebijakan ada Letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, 
dan sumber daya yang dilibatkan. Ketika dikaitkan dengan Gemar MTR ini, 
pembuat kebijakan (Walikota Makassar) mengeluarkan sebuah keputusan 
dengan meluncurkan Gemar MTR ini sudah sepaket dengan strategi 
pelaksanaannya. Gemar MTR lahir atas berbagai pertimbangan yang ada dan 
perencaan pelaksanaan yang strategis serta memanfaatkan sumber daya yang 
ada. Gemar MTR merupakan inovasi program dari regulasi yang ada jadi secara 
teknis pelaksanaannya tetap berpedoman pada regulasi tersebut dengan 
menggerakkan semua sumber daya yang mendukung.  
Tahap sosialisasi sangat penting untuk mengenalkan kepada masyarakat 
tentang kebijakan tersebut. Ada banyak media atau sarana yang dapat 
digunakan untuk melakukan sosialisasi, baik media cetak, elektronik maupun 
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pelaksanaan kegiatan yang mampu menghadirkan banyak orang. Gemar MTR 
lahir dengan harapan terjadi perubahan perilaku warga Kota Makassar menjadi 
lebih baik. Kata „rantasa‟ dalam bahasa Makassar yang bermakna kotor, jorok, 
tidak indah, tidak baik merupakan sebuah kata yang memiliki arti yang tidak baik 
apalagi jika predikat tersebut melekat pada manusia. Melalui kata „rantasa‟ ini 
pemerintah berpandangan jika tidak ada warganya ingin mendapatkan predikat 
tersebut sehingga akan senantiasa hidup tidak „rantasa‟ baik dalam kebersihan 
lingkungan, pribadi, serta saat berinteraksi.  
Pada tahap awal Gemar MTR lebih berfokus pada kebersihan. 
Dimunculkanlah berbagai program yang terkait dengannya. Program tersebut 
adalah LISA, Mabasa dan Mabelo. Hal ini berimplikasi pada pemahaman warga 
jika Gemar MTR adalah program kebersihan. Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh, masyarakat lebih banyak mengetahui tentang Gemar MTR dan 
program lainnya melalui media cetak atau pun elektronik. Salah satu media 
lainnya adalah gambar – gambar dan tulisan yang ada di lorong – lorong. Wajar 
jika masyarakat memahami Gemar MTR hanya sebatas program kebersihan saja 
karena sumber informasi yang mereka peroleh juga minim.  
Peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. Sebagai kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maka yang berperan penting dalam memahamkan 
masyarakat adalah pemerintah. Berdasarkan himbauan dari Walikota, semua 
elemen berperan untuk memahamkan masyarakat, baik dari Dinas sampai ke 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT). Pemerintah telah melakukan 
berbagai inovasi dalam mengsosialisasikan Gemar MTR. Mulai dari bertemu 
langsung melalui sebuah kegiatan maupun pada saat melakukan kerja bakti. Dari 
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serangkaian kegiatan yang dilakukan, masih ada masyarakat yang merasa tidak 
tersentuh oleh kegaiatan sosialisasi tersebut. 
Pengelolah lorong saat ini sudah berada pada penataan tahap ketiga. 
Dimana tahap tersebut telah dilakukan berbagai program dan kegiatan. Tahap 
pertama adalah lorong bersih atau lorong ceria, dimana semuanya dicat, 
sehingga lorong-lorong kelihatan rapi , bersih, dan terang. Pada tahap kedua, 
lorong garden (LONGGAR), semua lorong harus memiliki taman dan memiliki 
tempat sampah yang memudahkan swtiap masyarakat untuk senantiasa ikut 
berpartisipasi memelihara dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lorong. Dan 
tahap ketiga, yaitu singara‟ lorongku ( lorong yang terang, yang dimana setiap 
lorong memiliki penerangan lampu listrik yang disediakan oleh pemerintah 
melalui kemitraan dengan pihak PLN untuk menerangi setiap lorong ). Saat ini 
memasuki tahap ke empat, yang disebut industri lorong yaitu memberdayakan 
orang atau warga dilorong agar bisa berpenghasilan. Dimana setiap warga 
masyarakat mampu memanfaatkan tanaman obat-obatan dan mampu 
menukarkan sampah rumah tangga ada bank sampah yang dinilai dengan 
rupiah. 
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Tabel 4.2 . jumlah CSR program lorong garden dikota makassar 
  Sumbangsi 
berupa barang 
Sumbangsi berupa 
dana / uang 
 
PEMERINTAH 
Pemerintah kota Bibit cabai, 
bibit bunga 
 
- 
Pemerintah 
setempat 
Memberi 
tempat atau 
lahan terhadap 
program 
longgar 
 
 
 
- 
 
CSR 
PT.PERTAMINA 
Tbk. 
Tempat 
Sampah, pot 
bunga,  
 
Sampai saat ini kurang 
lebih Rp.125.000.000( 
seratus dua puluh lima 
juta tupiah) 
PT.ASTRA 
GROUP 
Cat , bibit 
tanaman obat , 
dll. 
 
 
MASYARAKAT 
Masyarakat 
setempat 
Berupa tenaga dan keinginan 
membangun lorong, mengecat lorong 
dan memberihkan lorong,serta 
menggambar lorong agar lebih hidup 
dan berwarna . 
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Tabel 4.2. menunjukkan bahwa pemerintah , CSR dan masyarakat 
memiliki kaitan satu sama lain terhadap program lorong garden tersebut. Dengan 
ini pemerintan memberikan berupa bibir cabe atau lombok karena ini salah satu 
yang dapat membantu perekonomian masyarakat kedepannya. Begitu pula 
dengan para CSR yang telah memberi sumbangi yang dapat menunjang 
kegiatan lorong garden tersebut berupa cat, tempat sampah, tanaman obat-
obatan , serta pot bunga. Sedangkan masyrakatjuga sangat berperan besar 
terhadap program ini karena pada dasarnya masyarakat yang mempunyai 
keingin untuk membuat lorong-lorong menjadi bersih dan cantik, namun ada 
beberapa masyarakat pun yang tidak ingin memberi sumbangsi tenaganya.  
 
Gambar 4.2. Proses pengambilan sampah oleh petugas Kecamatan 
 
 
Petugas Kecamatan yang masih melakukan pengambilan sampah pada 
pagi hari kurang tepat. Kecamatan diberikan kebebasan melakukan inovasi 
dalam proses pengangkutan sampahnya walaupun secara tidak penuh sesuai 
pada Gambar 4.2. Namun, sesuai arahan dari Walikota jika pembuangan 
sampah harus dilakukan pada malam karena bertujuan, waktu beraktifitas 
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masyarakat antara pukul 06.00 sampai 17.00 itu bisa bebas dari sampah yang 
berserakan di jalan. Sementara sampah – sampah yang berterbangan saat 
diangkut oleh mobil Tangkasaki atau mobil truk lainnya menuju ke TPA pada 
malam hari bisa dibersihkan oleh petugas kebersihan yang menyapu jalanan di 
pagi.  
Kedua, pengadaan mobil „Tangkasaki‟ sebagai mobil pengangkut 
sampah yang baru. Sistem pelayanan pengangkutan sampah di Kota Makassar 
sebelumnya dilayani oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
namun saat ini diserahkan kepada kecamatan. Jumlah angkutan sampah pada 
setiap kecamatan yang berbeda-beda yang tidak seimbang dilakukan 
berdasarkan beberapa hal antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah 
timbulan sampah.  
 
Tabel 4.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Timbunan Sampah dan Jumlah 
Transportasi Angkutan Sampah di Setiap Kecamatan 
 
No Kecamatan Luas Wilayah 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
Timbunan 
Sampah 
Jumlah 
Kontainer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Mariso 
Mamajang 
Tamalate 
Rappocini 
Makassar 
Ujung Pandang 
1,82 
2,25 
20,21 
9,23 
2,52 
2,63 
59.612 
65.824 
165.979 
156.427 
67.088 
31.365 
187,36 
207,17 
522,09 
490,40 
284,40 
98,24 
10 
12 
27 
15 
15 
6 
 
 
lxxxii 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakkukang 
Manggala 
Biringkanaya 
Tamalanrea 
1,99 
2,52 
5,94 
5,83 
17,05 
24,14 
48,22 
31,85 
38.214 
90.900 
52.532 
147.224 
147.659 
108.185 
140.691 
97.530 
129,50 
252,50 
250,50 
276,00 
462,00 
345,00 
485,00 
310,52 
9 
7 
9 
20 
28 
12 
29 
7 
Total 175,77 1.370.080 4.301,18 206 
 
Ketiga, retribusi sampah. Sesuai dengan Perda Kota Makassar tentang 
retribusi pelayanan persampahan, wajib retribusi diberikan kepada orang pribadi 
atau badan yang memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu oleh Pemerintah 
kota. Kewajiban retribusi sampah ini pernah hilang beberapa waktu memberikan 
pengaruh kepada retribusi sampah saat ini. Apalagi retribusi sampah masyarakat 
banyak yang belum mengetahuinya sehingga membuat masyarakat sangsi. Ada 
yang membayar dan ada yang tidak. Hal ini disebabkan, sosialisasi regulasi yang 
terbaru terkait retribusi belum merata sehingga pembayaran yang diberikan 
masyarakat jatuh ke tangan petugas kebersihan.  
Retribusi yang diberikan masyarakat sesuai pernyataan dari pihak 
kecamatan jatuh ke tangan petugas yang mengambil sampah. Sosialisasi terkait 
regulasi terbaru tentang retribusi ada pada Perwali Nomor 56 tahun 2015 masih 
belum dioptimalkan. Perwali ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga masih 
banyak masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam pembayaran retribusi 
sampah. Saat ini masyarakat masih melakukan pembayaran secara sukarela 
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kepada petugas kebersihan yang uang tersebut diambil oleh petugas itu 
sendiri.sehingga wajar jika masih ada masyarakat yang tidak rutin atau bahkan 
ada yang tidak membayar retribusi mereka.  
Keempat, sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah di sembarangan 
tempat. Sesuai Perda Kota Makassar tentang pengelolaan sampah, setiap orang 
yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Perda 
tersebut akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendan 
paling banyak Rp. 50.000.000,-. Sampai saat ini dalam pelaksanaan Gemar 
MTR, sanksi ini belum pernah terealisasikan, bahkan ada masyarakat yang tidak 
tahu menahu tentang sanksi ini. Sanksi ini belum terlaksana karena dianggap 
bahwa masyarakat masih membutuhkan teguran bukan hukuman. Masyarakat 
lebih baik dihukum berupa sanksi sosial dibandingkan sanksi denda. 
Keempat kegiatan dari kecamatan dalam pengelolaan sampah ini 
dianggap telah mampu membuat Kota Makassar meraih Adipura. Pemerintah 
tidak memungkiri masih ada yang perlu dibenah kembali. Pengaturan jam 
pembuangan sampah sehingga sampah masyarakat hanya terlihat pada satu 
waktu saja. Selain itu, seperti efektifitas mobil Tangkasaki. Mobil Tangkasaki 
memiliki postur mobil yang lebih baik dibanding mobil truk sampah sebelumnya. 
Jika penuh, tidak akan berhamburan jatuh ke tanah jika terkena angin karena 
memilki atap. Jika dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir sampah tidak 
menimbulkan bau. Di samping hal tersebut petugas kebersihan juga memiliki 
keluhan berupa proses bongkar muat sampah yang menggunakan tenaga 
manual menyebabkan prosesnya lama dan menimbulkan kemacetan di daerah 
Keluarahan Tamangapa. Hal ini berbeda dengan mobil truk yang bongkar muat 
sampahnya menggunakan tenaga mesin mobil tersebut. Selain mobil 
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Tangkasaki, sanksi yang belum dimaksimalkan sehingga tidak ada efek jera yang 
dirasakan oleh masyarakat yang melanggar. Sementara retribusi yang tidak 
meratas di masyarakat menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap 
petugas kebersihan atau pun masyarakatnya.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan oleh penulis jika program 
Mabasa masih perlu perhatian masyarakat. Kontesk implementasi dari Grindel 
indikatornya salah satunya Kepatutan daya tanggap. Kepatutan daya daya 
tanggap masyarakat sangat diharapkan dalam Mabasa ini. Dari sekian banyak 
kegiatan yang terkait dengan program Mabasa kemaksimalannya masih minim. 
Pengahargaan Adipura yang diperoleh oleh Kota Makassar bukan menjadi tolak 
ukur jika Makassar telah bebas sampah. Mengingat di awal pembahasan jika 
masalah sampah adalah masalah yang berkelanjutan yang akan muncul tiap 
waktu. Program yang hanya bersifat sementara tidak dapat menanggulangi 
permasalahan ini. Seperti, pembuangan sampah yang harusnya pada malam 
hari saja masih saja ada yang di luar dari jam tersebut dan penegakkan sanksi 
bagi pelanggaran pembuangan sampah yang tidak terlaksana serta masih 
adanya kontainer sampah yang dijadikan tempat sampah sementara bagi warga 
yang sangat tidak terurus mengakibatkan banyak sampah yang berserakan.  
4.3.4  Longgar (Lorong Garden)  
Longgar sebagai kelanjutan atas program mabelo yaitu program 
kebersihan ke lorong – lorong yang ada di Kota Makassar. Program yang 
memanfaatkan lorong agar produktif dengan berbagai tanaman, mempercantik 
lorong dan membenahi lorong melalui berbagai kegiatan kerja bakti.  
Pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar yang telah 
dicanangkan oleh Walikota Makassar, merupakan salah satu program Gerakan 
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Makassar Ta Tidak Rantasa. Di mana saat ini pengelolaan lorong dilakukan oleh 
pihak pemerintah dalam hal ini SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Makassar dibantu oleh pihak Kantor Kecamatan, Kelurahan dan dinas 
pemerintah terkait lainnya, beserta dengan warga masyarakat yang ikut 
berpartisipasi.  
Berarti pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar merupakan 
program gerakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah bersama beberapa 
SKPD dengan melibatkan stakeholder pihak perusahaan sebagai CSR di dalam 
menyukseskan program ini, di mana di Kota Makassar mencapai 7.520 lorong 
yang menopang keindahan, kebersihan, kenyamanan Kota Makassar menjadi 
Kota Dunia.  
Pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar mempunyai tiga misi 
yaitu pertama, merektruisasi kesejahteraan warganya berstandar dunia, kedua, 
merestorasi tata ruang untuk menjadi nyaman seperti kota dunia, dan ketiga, 
mereformasi tata pemerintahan dan pelayanan publik yang berstandar kelas 
dunia. Ketiga misi dari pengelolaan lorong ini akan berujung pada konsep 
penataan kota. Untuk menata kota secara logis dan sederhana, pemerintah kota 
dan jajarannya diperumpamakan seperti tubuh manusia, di mana tubuh manusia 
mempunyai dua hal penting yang esensial yaitu otak dan sel, di mana lorong 
diperumpamakan seperti sel dalam tubuh, lorong merupakan sel-sel kota 
makassar yang secara langsung maupun tidak langsung mampu mempengaruhi 
urat nadi kehidupan sebuah kota. Karena itu, menjadi penting untuk mengelola 
lorong yang ada di Kota Makassar.  
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Pengelolaan lorong saat ini sudah berada pada penataan tahap ketiga. Di 
mana tahap tersebut telah dilakukan berbagai program dan kegiatan. Tahap 
pertama adalah lorong bersih atau lorong ceria, di mana semuanya di cat, 
sehingga lorong-lorong kelihatan rapi, bersih dan terang. Pada tahap kedua, 
lorong garden (longgar), semua lorong harus memiliki taman dan memiliki tempat 
sampah yang memudahkan setiap masyarakat untuk senantiasa ikut 
berpartisipasi memelihara dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lorong dan 
tahap ketiga, yaitu singarana lorongku (lorong yang terang, di mana setiap lorong 
memiliki penerangan lampu listrik yang disediakan oleh pemerintah melalui 
kemitraan dengan pihak PLN untuk menerangi setiap lorong. Saat ini telah 
memasuki tahap keempat yang disebut industri lorong yaitu memberdayakan 
orang atau warga di lorong agar bisa berpenghasilan, di mana setiap warga 
masyarakat mampu memanfaatkan tanaman obat-obatan dan mampu 
menukarkan sampah rumah tangga pada bank sampah yang dinilai dengan 
rupiah.  
Empat tahapan ini sudah berjalan, meskipun baru 30% dari jumlah lorong 
7.520 lorong di Kota Makassar. Pada tahun 2017 ini Pemerintah Kota Makassar 
bertekad bisa mencapai 80% penataan lorong dengan menggunakan program 
yang berbasis partisipasi warga dan non anggaran (zero budget). Pemerintah 
dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan Dinas 
Pertanian dalam menyediakan bibit tumbuhan polybag yang ditanam oleh setiap 
warga dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di halaman rumahnya 
dengan menata dan menyesuaikan dengan kebutuhan lorong. Lorong garden 
dan industri lorong ini sudah menjadi percontohan nasional yang diperkenalkan 
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oleh Walikota kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
memperkenalkan bank sampah. Di mana setiap warga dapat menukarkan 
sampahnya dengan mendapatkan uang tunai sesuai dengan banyaknya 
sampah. Dengan sendirinya warga masyarakat memperhatikan kebersihan dan 
pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis.  
Pada program industri lorong, warga yang tinggal di lorong juga diberi 
pelatihan pembuatan berbagai macam kerajinan dengan memanfaatkan bahan-
bahan sampah dan limbah rumah tangga untuk dijadikan sebagai barang yang 
bernilai ekonomis seperti melakukan pelatihan pembuatan tas, memanfaatkan 
kantongan sabun, limbah kertas dan kain untuk dijadikan sebagai barang 
kerajinan daur ulang. Usaha warga lorong ini sudah dilirik oleh pihak perbankan 
untuk diberikan bantuan kredit usaha rakyat. Adanya kemampuan pemerintah 
dalam melakukan kegiatan pengelolaan lorong dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat, lorong yang ada di Kota Makassar saat ini telah mempunyai Badan 
Usaha Lorong (Bulo) yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah dari keberadaan 
lorong dan aktivitas keseharian warga masyarakat.  
Secara keseluruhan, Makassar saat ini telah memiliki delapan program 
penataan lorong yang direncanakan rampung dalam dua tahun ke depan, selain 
empat program yang sudah berjalan yaitu lorong tidak rantasa, singarana lorong, 
lorong garden dan industri lorong, ada empat program lorong yang belum 
terlaksana yaitu smart lorong, lorong wisata, badan usaha lorong dan apartemen 
lorong. Tentu program pengelolaan lorong ini tidaklah mudah untuk 
diaktualisasikan, sebab dibutuhkan sebuah keterlibatan pihak yaitu lorong kita 
untuk semua.  
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Semua program lorong yang ada telah diproyeksikan sebelum masa 
jabatan Walikota berakhir tahun 2018, karena itu diperlukan dukungan dan 
dorongan dari semua pihak agar lorong garden itu sendiri merupakan lorong 
prioritas yang mana sebagai lorong percontohan yang bisa diikuti dalam menata 
lorong dunia, yang sudah berjalan secara simultan, kuantitas dan kualitas untuk 
terus dibenahi dan diperhatikan agar semua pihak kecamatan dan kelurahan 
menjadikan pengelolaan lorong sebagai program prioritas.  
Program pengelolaan lorong saat ini menjadi penting dan menjadi konsep 
utama yang memadukan antara konsep taman, konsep kebersihan, konsep 
akses dan konsep kepentingan yang di dalamnya menjadikan lorong sebagai 
akses utama untuk melakukan kegiatan pembangunan di Kota Makassar. Untuk 
mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengelolaan lorong garden (longgar), 
peneliti melakukan beberapa wawancara, antara lain dengan Kepala Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut: 
“Pengelolaan lorong yang ada di Kota Makassar, telah dicanangkan oleh 
Walikota Makassar, dari 7.520 lorong yang tersebar di 14 kecamatan, ini 
telah ditangani oleh 14 SKPD yang turun tangan agar program lorong 
tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik, khususnya untuk 
mewujudkan lorong kelas dunia, di mana saat ini telah dilakukan empat 
tahap yaitu melakukan penataan lorong tahap pertama yaitu lorong bersih 
atau ceria, lorong garden, singarana lorongku dan tahap keempat adalah 
industri lorong. Ini telah diterapkan dengan baik.” (8 April 2017).  
Wawancara ini memberikan makna bahwa Pemerintah Kota Makassar 
selaku penanggungjawab program ini melibatkan 14 SKPD dari 14 kecamatan 
yang memiliki lorong sebanyak 7.520 lorong, telah dilakukan penataan lorong 
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yang melibatkan semua pihak SKPD pemerintah, stakeholder, CSR dan 
partisipasi warga.  
Peneliti kemudian melakukan wawancara untuk menanyakan dampak 
dari penataan lorong yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Berikut 
wawancara dengan pihak kecamatan yaitu dengan Pak Camat Tamalate: 
“Dampak positif dirasakan oleh pemerintah dalam hal ini kecamatan dan 
jajaran kelurahan yang secara kontinyu terjun langsung dalam melakukan 
pembenahan lorong yang ada di Kota Makassar, seperti lorong yang ada 
di 10 kelurahan Kecamatan Tamalate, di mana setiap lurah saya 
perintahkan untuk memperhatikan betul program lorong ceria, lorong 
garden, singarana lorongku, industri lorong melibatkan setiap warga 
masyarakat untuk memperhatikan lorong kita semua” (8 April 2017).  
 
 
Wawancara ini memberikan makna bahwa dampak dari penataan lorong, 
pemerintah dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan lorong, 
sebagai sebuah dampak positif yang sangat besar artinya bagi pembangunan 
Kota Makassar dalam mewujudkan kota dunia.  
Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan dengan menanyakan lorong mana saja yang dilakukan 
penataan. Berikut petikan wawancaranya: 
“Sebagai pihak pemerintah, di dalam membantu walikota menyukseskan 
program pengelolaan lorong, setiap lorong yang ada di Kota Makassar 
sebanyak 7.520 lorong mendapatkan pengelolaan lorong per kecamatan, 
sehingga penataan lorong dipertanggungjawabkan oleh masing-masing 
kecamatan sesuai dengan jumlah lorong pada setiap kelurahan dan 
kecamatan berdasarkan kapasitas penduduk menurut RW dan RT yang 
langsung mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pelatihan dari pihak 
yang terkait dalam rangka menyukseskan pengelolaan lorong yang 
berkualitas” (8 April 2017).  
Hasil wawancara ini memberikan makna bahwa pengelolaan lorong 
dilakukan pada semua lorong yang ada di Kota Makassar yang tercatat sebanyak 
7.520 lorong yang pengelolaannya dikelola berdasarkan 14 kecamatan yang 
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kelurahan sesuai dengan jumlah 
RT, RW yang memiliki lorong.  
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Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana kondisi lorong yang ada 
saat ini. Wawancara dengan salah satu warga masyarakat di Kecamatan 
Tamalate dengan petikan wawancara sebagai berikut: 
“Lorong saya dulunya kotor, gelap, dan becek. Dengan program yang 
dicanangkan oleh Walikota ini lorong kami sudah bersih, di mana setiap 
pagar warga telah mengecat, gorong-gorong telah dibersihkan, 
disediakan tempat sampah, di setapak jalan telah ditanami tanaman hias, 
warga masyarakat telah berpartisipasi menanam bibit tanaman lombok di 
pekarangan rumah, saya dan warga lainnya selalu mencari dan 
mengumpulkan sampah untuk ditukarkan dengan sembako atau diberi 
uang kas dari bank sampah. Jadi lorong saya sekarang sudah ceria, 
bersih, singara, dan menjadi sumber pendapatan” (8 April 2017).  
 
 
Hasil wawancara ini memberikan makna bahwa kondisi lorong yang 
hampir sebagian besar yang ada di Kota Makassar saat ini kondisi lorongnya 
sudah bagus dan menjadi lorong percontohan di mana melibatkan pemerintah, 
stakeholder dan masyarakat berpartisipasi menyukseskan program pengelolaan 
lorong dengan baik, dalam menopang Kota Makassar sebagai kota dunia.  
Penelitian berfokus di Kecamatan Tamalate yang terdiri atas 10 kelurahan 
dengan karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah KK, RW, RT, 
wajib KTP dan luas wilayah seperti yang ditunjukkan pada data potensi 
kecamatan tamalate sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Potensi Kecamatan Tamalate  
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Kelurahan 
Penduduk 
KK RW RT 
Wajib 
KTP 
Luas 
Laki-laki 
Perem-
puan 
Laki-laki/ 
Perempuan 
Barombong 
Tanjung Merdeka 
Maccini Sombala 
Balang Baru 
Jongaya 
Bungaya 
Pa’baeng-baeng 
Manuruki 
Parangtambung 
,mangasa 
5.917 
4.495 
10.118 
8.423 
7.243 
4.236 
9.402 
5.976 
18.215 
13.447 
6.067 
4.460 
9.729 
8.686 
7.291 
4.542 
9.318 
5.814 
18.516 
14.940 
11.984 
9.055 
19.847 
17.109 
14.534 
8.780 
18.720 
11.800 
36.761 
28.387 
2.682 
1.894 
4.470 
3.451 
3.402 
1.929 
4.373 
3.120 
8.405 
9.038 
18 
8 
9 
10 
14 
12 
10 
8 
16 
13 
65 
31 
72 
57 
56 
47 
38 
30 
109 
28 
3.340 
5.746 
11.890 
10.882 
9.725 
6.228 
2.097 
8.844 
23.437 
1.915 
7.34 
3.37 
2.04 
1.18 
0.51 
0.29 
0.53 
1.54 
1.38 
2.03 
Total 87.474 89.472 179.947 43.764 112 565 105 20.21 
 
 
Baru-baru ini Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengapresiasi 
inisiatif longgar yang diterapkan oleh Walikota Makassar. Hal tersebut 
disampaikan oleh Ketua IAI saat mengunjungi salah satu lorong garden yaitu di 
Kassi-kassi Kecamatan Rappocini.  
”Inisiatif lorong ini luar biasa, tidak semua pemimpin yang ada di 
Indonesia melaksanakan program lorong ini. Hal ini membuktikan bahwa 
dari arsitektur yang dibuat menjadi lebih hidup dan masyarakat berperan 
aktif di dalamnya, di Makassar ini imajinasi nampak secara nyata di 
tengah-tengah masyarakat” (tanggal 9 April 2017).  
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Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Walikota Makassar yang 
berlatar belakang arsitektur mampu menjawab tantangan itu, terbukti dari 
masyarakat yang proaktif, termotivasi untuk terlibat langsung. Melalui program 
longgar ini terlihat keterlibatan masyarakat dan menjadi peran aktif dari kerja 
membangun kota secara fisik dan menjadi indah, masyarakat menjadi senang 
dan yang datang berkunjung ke Kota Makassar juga senang dengan suasana 
lorong garden yang ada di Kota Makassar.  
Selain itu Pemerintah Kota Makassar mengembangkan program ekonomi 
bernama Badan Usaha Lorong atau Bulo yang merupakan konsep lanjutan 
penataan lima ribu lorong di Makassar. Walikota Makassar menjelaskan   bahwa: 
”Bulo dikembangkan untuk mendorong masyarakat yang tinggal di lorong-
lorong agar lebih produktif. Secara sederhana, konsepnya adalah 
memungkinkan masyarakat memiliki penghasilan tambahan melalui 
tanaman yang bernilai ekonomis yang sebelumnya telah ditanam secara 
swadaya”,   
 
 
Pemerintah Kota Makassar mengharapkan kedepannya bertidak sebagai 
pembeli hasil tanaman masyarakat lorong untuk didistribusikan secara tepat 
sasaran. Hasil penjualanna, kemudian dikembalikan kepada masyarakat sebagai 
tabungan yang akan bermanfaat untuk membiayai berbagai keperluan warga 
lorong, misalnya dana pendidikan anak-anak yang sebagian bisa disisihkan 
untuk pengembangan Bulo.  
Pemerintah menganjurkan masyarakat menanam ragam tanaman yang 
bernilai tinggi seperti cabai, yang penananam dan perawatannya mudah 
 
 
xciii 
 
dilakukan. Dengan penyediaan berbagai komoditi secara mandiri diyakini 
memacu pertumbuhan ekonomi Makassar. Melalui Bulo, akan mengendalikan 
laju inflasi. Salah satu kecamatan yang mengintensifkan sosialisasi Bulo yaitu 
Kecamatan Mariso melaksanakan kegiatan menanam cabai. Pihak kecamatan 
menyiapkan 6000 bibit cabai yang didistribusikan ke seluruh kelompok tani 
lorong. Setiap lorong di sembilan kelurahan akan mendapat bibit cabai untuk 
dibudidayakan. Upaya ini untuk meningkatkan nilai ekonomi dari seluruh warga 
kota.  
Untuk mengetahui pandangan dan pendapat dari pihak pemerintah, CSR 
dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara. Wawancara kami lakukan 
dengan Kepala Kecamatan Tamalate dengan petikan wawancara sebagai 
berikut: 
”Sebagai pembantu pelaksana walikota program longgar merupakan 
program yang baik, karena mengajak setiap warga lorong untuk 
bergotong royong dalam rangka membenahi, memperbaiki, 
memperindah, memercantik dan menjadikan lorong sebagai sumber 
kekuatan warga untuk saling bersosialisasi. Program ini menurut saya 
merupakan program yang sangat bagus dan perlu mendapat dukungan” 
(wawancara tanggal 26 April 2017).  
 
 
Wawancara ini memberikan makna bahwa program lorong garden 
merupakan salah satu program walikota yang harus dilaksanakan oleh setiap 
SKPD termasuk pihak kecamatan Tamalate yang memiliki 10 kelurahan dan 
merupakan kecamatan yang sangat luas dengan jumlah penduduk banyak dan 
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memiliki lorong yang banyak untuk mengajak setiap warganya bergotong royong 
bersama pemerintah dan CSR untuk terlibat dalam program lorong garden.  
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas 
Pertanaman dan Kebersihan: 
”Untuk menyukseskan program ini, kami dari SKPD Pemerintah Kota 
Makassar bersama dengan SKPD lainnya yang saling terkait, berupaya 
untuk menjalankan program ini. Bentuk nyata dari keterlibatan kami yaitu 
setiap malam jam 8 ke atas, kami mengangkut sampah masyarakat pada 
setiap lorong, menyediakan tempat sampah dan membangun berbagai 
fasilitas yang menyebabkan got-got lorong bersih, menyediakan bibit 
tanaman hias, tanaman obat-obatan” (wawancara tanggal 26 April 2017).  
 
 
Wawancara ini memberikan makna bahwa program ini telah dilaksanakan 
oleh pihak SKPD Pemerintah yang saling terkait khususnya Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan untuk mengangkut sampah-sampah dan melakukan 
pembersihkan di setiap lorong dan melakukan kegiatan pengindahan dan 
kebersihan lorong dengan melakukan penanaman tanaman hias yang melibatkan 
CSR untuk menopang program ini.  
Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak CSR dalam membantu 
dan mendukung program lorong garden. Pihak CSR yang peneliti wawancarai 
adalah pihak Pertamina dengan petikan wawancara sebagai berikut.  
”Sebagai pihak CSR, dalam memberikan bantuan pot bunga, bibit dan 
pembangunan petak tanaman, pihak kami telah memberikan bantuan 
berupa 200 untuk setiap lorong, memberikan bibit cabai dan tanaman 
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hias, obat-obatan, serta memberikan bantuan tempat sampah agar setiap 
lorong dapat menjadi bersih dan indah” (wawancara tanggal 28 April 
2017).  
 
 
Wawancara ini menjelaskan bahwa pihak CSR telah terlibat dalam 
memberikan bantuan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan program 
longgar yaitu dengan menyediakan pot tanaman hias, membangun petakan 
tanaman dan membangun tempat sampah. Keberadaan CSR ini secara 
langsung sangat membantu untuk mewujudkan program longgar.  
Demikian halnya peneliti juga melakukan wawancara dengan warga 
masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate yang pada umumnya memberikan 
tanggapan: 
”Program longgar merupakan program yang sangat penting dalam 
mewujudkan Makassar Ta Tidak Rantasa. Karena selama ini selama 
adanya program ini warga sering membuang sampah di sembarang 
tempat, tidak tertata, saluran air selalu macet, sering banjir di musim 
hujan dan lorong kurang menarik, terkesan gelap di malam hari karena 
tidak ada penerangan lampu, tembok kotor penuh coretan. Tetapi dengan 
adanya program ini masyarakat secara tidak langsung sadar tentang 
kebersihan dan keindahan, sehingga program ini perlu mendapat simpati 
yang terus menerus” (Wawancara tanggal 30 April 2017).  
 
 
Wawancara ini memberikan makna bahwa masyarakat telah memberikan 
partisipasi yang nyata atas program lorong garden sebagai program andalan 
pemerintah yang harus disosialisasikan dengan nyata, di mana partisipasi 
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masyarakat dalam menjaga, memelihara dan memperhatikan lingkungan 
lorongnnya menjadikan Makassar tidak rantasa lagi.  
Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi 
Perekonomian Dan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen untuk 
menanyakan arti penting Bulo (Badan Usaha Lorong): 
”Bagi pemerintah, CSR dan masyarakat, keberadaan Bulo menjadi suatu 
bentuk peningkatan ekonomi warga lorong, dalam rangka melibatkan 
semua pihak agar hasil dari aktivitas pengelolaan sampah, hasil panen 
tanaman (cabai, tomat dan obat-obatan) dapat dijadikan sebagai nilai 
ekonomis untuk menambah pendapatan masyarakat setiap lorong, 
sehingga keterlibatan pihak dalam program ini saling memberikan 
manfaat dan program ini akan senantiasa berkelanjutan”.  
 
 
Maknanya bahwa keberadaan Bulo menjadi stimulus bagi setiap pihak 
untuk terlibat dalam program lorong, sehingga semua pihak bergotong royong 
mendapatkan manfaat dari program ini, dan hal ini menjadi motivasi bagi 
pemerintah, CSR dan masyarakat untuk menjaga program ini tetap 
berkesinambungan.  
4.4  Faktor-faktor   yang   mempengaruhi   pengelolaan   lorong   di   Kota  
       Makassar 
Pengelolaan lorong di Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam 
upaya mewujudkan keberhasilan program Pemerintah Kota Makassar yaitu 
Lorong Garden (Longgar) sebagai salah satu program dalam Gerakan Makassar 
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Ta Tidak Rantasa. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lorong tersebut 
tidak mudah diimplementasikan, karena ada faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat.  
Faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan kegiatan longgar tersebut 
meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang 
secara langsung dihadapi oleh aparat dalam melaksanakan program tersebut. 
Menurut Edward III dalam Akib (2010: 1) menyatakan bahwa implementasi yang 
efektif dikeluarkan dari keputusan program untuk menghasilkan output atau 
outcome bagi masyarakat. Ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi program publik yaitu komunikasi (communication), sumber daya 
(resource), disposisi (attitude) dan struktur birokrasi (bureaucracy structure). 
Faktor ini perlu dipertimbangkan dan diputuskan dalam pengambilan program 
untuk menerapkan implementasi program pengelolaan sampah termasuk dalam 
hal ini pengelolaan lorong garden. 
Mustofa (2008: 75) juga menyatakan bahwa ada empat faktor yang 
mempengaruhi implementasi program. Keempat faktor ini saling berhubungan 
dan selalu memunculkan eksistensinya untuk menentukan dominasi 
pengambilan keputusan. Keempat faktor ini menjadi penentu keputusan 
mendukung atau keputusan yang menyebabkan kegagalan struktur program 
dapat diimplementasikan dengan baik untuk menghasilkan output bagi 
masyarakat.  
Memahami pentingnya eksistensi faktor-faktor yang menentukan 
keberhasilan implementasi program pemerintah seperti program berdasarkan UU 
No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keempat faktor berupa komunikasi, sumber daya, disposisi 
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dan struktur birokrasi sering menjadi kendala atau penghambat untuk dapat 
melaksanakan pengelolaan lorong secara maksimal di wilayah Kota Makassar.  
Terbukti dalam implementasi UU mengenai pengelolaan sampah, faktor 
komunikasi sering mengalami miskomunikasi, menimbulkan konflik dan 
ketidakharmonisan bagi pimpinan dan aparat sebagai bawahan di dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan kebersihan. Biasanya terjadi miskomunikasi 
pimpinan kepada masyarakat di dalam memahami implementasi perda/UU, 
sehingga sering terjadi konflik diantara bawahan dalam mengimplementasikan 
tugas yang diwewenangkan, yang berdampak sering terjadi ketidakharmonisan 
dalam menjalankan kegiatan. Akibat dari faktor komunikasi yang tidak 
terimplementasikan dengan baik menyebabkan koordinasi dan kerjasama 
dengan berbagai pihak sering menjadi penyebab program terhambat atau tidak 
efektif.  
Tentu ini tidak sejalan dengan teori efektivitas komunikasi 
(communication effectivity theory) yang dikemukakan oleh Devito (2002: 82) 
bahwa komunikasi yang efektif akan menghasilkan koordinasi dan kerjasama 
yang saling memahami dan menyikapi untuk memberikan kebersihan yang 
terbaik sesuai dengan sumber informasi, inovasi dan aktualisasi kegiatan 
komunikasi. Dharman (2004: 96) menyatakan komunikasi yang efektif menjadi 
solusi dalam pengambilan keputusan.  
Menjalankan pelaksanaan kebersihan dan pengelolaan lorong tentu 
ditangani oleh keberadaan aparat, yang memiliki alat dan perlengkapan yang 
ditunjang oleh ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan dan melakukan 
proses kebersihan. Faktor sumber daya baik berupa manusia, material dan 
 
 
xcix 
 
pendanaan berperan penting dalam mendukung terimplementasinya suatu 
kebijakan UU tentang pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan lorong 
membutuhkan aparat sebagai sumber daya yang memiliki kompetensi untuk 
memberikan layanan sesuai dengan ketersediaan bahan, alat, dan perlengkapan 
sebagai sumber daya material untuk melakukan segala proses pengelolaan 
lorong. Untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan tersebut diperlukan 
anggaran yang cukup sebagai sumber daya pendanaan dalam mempercepat dan 
mempermudah pengelolaan lorong mencapai tujuannya yaitu memberikan 
kenyamanan kepada masyarakat. Kenyataan mengenai faktor sumber daya ini 
masih belum maksimal dikembangkan, diadakan dan disediakan untuk 
mengelola lorong-lorong yang ada di wilayah Kota Makassar.  
Teori sumber daya (resource theory) yang dikemukakan oleh Terry (2008: 
49) bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peran sumber daya 
untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu 
organisasi berupa sumber daya manusia yang berkompeten, sumber daya 
material yang inovatif, dan sumber daya pendanaan  dari anggaran alokasi yang 
tersedia. Mandom (2008:151) menyatakn bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan 
organisasi ditentukan oleh faktor sumber daya organisasi.  
Implementasi program pengelolaan lorong sebagai sebuah kebijakan 
menjadi kewenangan bagi setiap aparat untuk melaksanakan tugas tersebut 
dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Faktor disposisi merupakan 
salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu program dapat 
dilaksanakan atau tidak. Pendisposisian tugas kepada seseorang harus 
disesuaikan menurut kemampuan kesiapan yang dimiliki secara psikologi, fisik 
dan keikhlasan untuk siap menerima dan melaksanakan tugas tersebut dengan 
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sebaik-baiknya. Kenyataan ini tentu tidak mudah mendisposisikan kepada setiap 
aparat karena memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Aparat yang siaplah yang 
mampu mengembang tugas yang diwewenangkan dengan baik.  
Teori take and give dari Nelson (2006: 58) bahwa setiap orang yang 
didisposisikan melaksanakan tugas harus mampu menerima dan memberi sesuai 
dengan kelayakan seseorang. Orang yang layak untuk menerima disposisi 
pengembangan tugas adalah aparat yang memiliki kemampuan perilaku dan 
penjiwaan terhadap pandangan mengenai visi dan misi organisasi sesuai dengan 
tugas yang diembannya untuk memberikan terbaik kepada masyarakat.  
Implementasi program dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan 
lorong tidak terlepas dari eksistensi organisasi sebagai pengambil kebijakan 
dalam mengimplementasikan berbagai aturan untuk menghasilkan lorong yang 
asri. Organisasi memainkan peranan penting sesuai dengan struktur birokrasi 
yang mengembang tugas tugas dan fungsi melakukan kegiatan pengelolaan 
lorong secara optimal. Esensi struktur birokrasi yaitu terciptanya suatu koordinasi 
dan kerjasama diantara kelompok jabatan struktural, kelompok jabatan 
fungsional dan stakeholder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 
dalam mengembang dan memperkuat kelembagaan organisasi. Esensi dari 
struktur birokrasi yang diterapkan selama ini masih kurang terkoordinasi dengan 
baik, khususnya yang berkaitan dengan garis komando dan garis koordinasi di 
dalam membantu dan mengembang tugas untuk memberikan kebersihan yang 
terbaik kepada masyarakat. Masih sering terjadi distorsi berbagai kepentingan 
dari kelompok yang mengembang jabatan tanpa mempertimbangkan efek yang 
ditimbulkan dari perbedaan kepentingan yang tidak berorientasi pada tujuan 
organisasi.  
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Winter (2004: 107) menyatakan bahwa penguatan organisasi memainkan 
peranan penting dalam memperkuat struktur birokrasi untuk mengembang tugas 
pokok dan fungsi dari tujuan organisasi. Struktur birokrasi yang kuat akan 
memudahkan terciptanya penglembagaan dan pendistribusian pelaksanaan 
tugas yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Hakekat penguatan 
struktur birokrasi dilakukan untuk memberikan jaminan terwujudnya kegiatan 
kebersihan yang berkualitas.  
4.5  Model Pengelolaan Lorong di Kota Makassar 
Model pengelolaan lorong di Kota Makassar mengacu pada Undang-
Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang 
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota No. 660.2/1087/KEP/V/2014 
tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (GEMAR).  
Desain program ini merupakan desain program pemerintah yang 
diaktualisasikan dalam bentuk jargon bahasa daerah Makassar yaitu jargon 
Makassar Ta Tidak Rantasa yang artinya Makassar Tidak Kotor. Program ini 
kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam rangka 
mengupayakan agar setiap lorong yang ada di Kota Makassar mewujudkan 
lorong bersih.  
Gerakan kegiatan lorong bersih yang ada di Kota Makassar, salah 
satunya yang menjadi objek pengamatan di antara lorong yaitu lorong yang ada 
di Kecamatan Tamalate yang memiliki 10 kelurahan merupakan kecamatan yang 
cukup luas dan termasuk salah satu yang memiliki lorong terbanyak diantara 
kecamatan. Kecamatan Tamalate memiliki Bulo ada sebanyak 51 lorong di 
seluruh Kecamatan Tamalate, di mana setiap kelurahan mempunyai lorong 
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garden, tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam setiap lorong ada yang lebih 
dari satu lorong garden.  
Berdasarkan hasil pengamatan model pengelolaan lorong garden yang 
dapat dijadikan sebagai sebuah model yang tepat dalam rangka mendukung 
kebijakan pemerintah adalah “model pengelolaan lorong garden gotong royong”. 
Model ini merupakan pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu yang akan 
dibuat atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan GEMAR MTR yang efektif 
sesuai dengan pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.  
Model pengelolaan lorong garden gotong royong melibatkan tiga unsur 
yang berperan penting dalam mewujudkan MTR yaitu unsur pemerintah, swasta 
dan partisipasi masyarakat. Unsur pemerintah yang berperan penting dalam hal 
ini adalah kebijakan yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 18 
Tahun 2008 dan diimplementasikan sesuai Surat Keputusan Walikota             No. 
660.0/1087/KEP/V/2014, yang dijalankan oleh Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dan SKPD yang terkait, dengan melibatkan pihak 
swasta sebagai stakeholder dalam memberikan bentuk bantuan CSR dalam 
membantu pembenahan lorong-lorong sebagai bentuk pendampingan seperti 
yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pertamina dan Bank Negara Indonesia.  
Termasuk pula keterlibatan pihak masyarakat untuk berpartisipasi memelihara 
dan menjaga GEMAR MTR.  
Wujud dari model pengelolaan lorong garden gotong royong yaitu 
melibatkan ketiga unsur yang terkait yaitu pemerintah yang memberikan 
kebijakan kepada setiap kecamatan dan diteruskan ke kelurahan agar setiap 
lorong yang ada di Kecamatan Tamalate untuk melakukan pembenahan lorong 
agar dapat terwujud lorong yang sesuai dengan tujuan, tingkat integritas setiap 
SKPD yang terlibat dan mengadaptasi semua program menjadi suatu 
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implementasi kebijakan yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota 
Makassar.  
Bentuk nyata dari kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung agar 
sampah yang ada dalam suatu lorong dapat dikelola dengan baik, yaitu 
menyediakan tempat sampah yang diangkut oleh armada mobil Dinas 
Kebersihan yaitu Mobil Tangkasa, yang dilakukan setiap hari dan setiap warga 
diharuskan untuk membuang sampah masing-masing di depan rumah atau 
tempat yang telah disediakan untuk memudahkan mobil pengangkut sampah 
mengangkutnya. Ini kebijakan utama yang diterapkan oleh Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan. Kemudian dinas ini bekerjasama untuk saling bergotong royong 
melibatkan CSR menyediakan bibit tanaman dan pengadaan sarana dan 
prasarana yang dibangun seperti SKPD pertamanan dan kebersihan bergotong 
royong dengan dinas pertanian memberikan bibit tanaman hias, bibit cabai dan 
tanaman apotik hidup dengan melibatkan pihak PKK untuk melakukan pilot 
proyek percontohan.  
Wujud nyata dari model pengelolaan ini antara pihak Pemerintah dengan 
SKPD yang terkait dan pihak CSR menyediakan 200 buah pot untuk setiap 
lorong, membagikan berbagai jenis tanaman yang dapat membantu menangani 
kebutuhan pangan, khususnya untuk kebutuhan dapur rumah tangga masyarakat 
yaitu membagikan setiap rumah untuk menanam  lombok,, tomat, dan berbagai 
tanaman hias, bahkan pihak CSR membangun berbagai tempat pembuangan 
sampah dan membangun petak-petak tanaman yang dapat dijadikan tempat 
yang dapat dikelola dan dipanen.  
 
 
civ 
 
Melalui keterlibatan pihak kecamatan dan kelurahan serta ibu PKK, 
dicetus ada sebuah program gotong royong yang melibatkan pihak masyarakat 
yaitu untuk memperindah dan mempercantik lorong mereka. Partisipasi 
masyarakat yang diharapkan yaitu masyarakat ikut terlibat bekerja bakti setiap 
sabtu atau minggu bersih, dengan memelihara dan menjaga tanaman yang telah 
ditanam, mempercantik lorong dengan mencat dinding atau pagar dari setiap 
rumah warga agar seragam. Partisipasi masyarakat sangat membantu dalam 
menjaga dan memelihara keindahan dan kenyamanan lorong.  
Keterlibatan ketiga pihak tersebut baik dari pemerintah, swasta dan 
masyarakat menjadikan lorong sebagai sebuah program GEMAR MTR dengan 
menjadikan lorong bulo (Badan Usaha Lorong) agar kontinuitas dan 
kesinambungan serta motivasi dari setiap pihak yang terlibat mampu 
memaksimalkan program Gemar MTR sebagai model pengelolaan lorong garden 
gotong royong. Lebih jelasnya dapat ditunjukkan model tersebut. 
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BAB  V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanan program pengelolaan lorong garden sebagai kelanjutan dari 
program Gerakan Makssar Ta Tidak Rantasa menggunakan tiga pendekatan 
yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen Pendukung. Dalam hal 
pelibatan elemen pendukung, hal yang dilakukan adalah menjalin kerja sama 
antara pemerintah, CSR dan masyarakat.   
2. Efektivitas pelaksanaan program pengelolaan lorong garden masih perlu 
ditingkatkan dalam sosialisasinya, sesuai dengan indikator pencapaian 
tujuan, integritas, dan adaptasi. Selain itu masih terdapat beberapa hal yang 
menjadi kekurangan program antara lain tidak memiliki aturan Perda ataupun 
Perwali, tidak memiliki batasan waktu yang berdampak terhadap pencapaian 
tujuan yang tidak jelas dan sulit untuk dievaluasi, serta pelaksanaan program 
yang tidak Maksimal.  
3. Berdasarkan hasil pengamatan model pengelolaan lorong garden yang dapat 
dijadikan sebagai sebuah model yang tepat dalam rangka mendukung 
kebijakan pemerintah adalah “model pengelolaan lorong garden gotong 
royong”. Model ini merupakan pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu 
yang akan dibuat atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan GEMAR MTR 
yang efektif sesuai dengan pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi. Model 
pengelolaan lorong garden gotong royong melibatkan tiga unsur yang 
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berperan penting dalam mewujudkan MTR yaitu unsur pemerintah, swasta 
dan partisipasi masyarakat. 
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan:  
1. Pelaksanaan pengelolaan lorong di Kota Makassar telah diterapkan namun 
belum seluruhnya efektif, sehingga perlu dukungan penuh oleh semua 
elemen yang terkait, yakni Pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat 
RT/RW dan masyarakat masyarakat menengah atas sampai menengah ke 
bawah. Pemerintah harus tegas kepada pegawai pemerintahan yang tidak 
turut dalam mengsosialisasikan lorong garden agar kesadaran masyarakat 
dapat terwujud.  
2. Pemerintah harus bisa meneggakan sanksi dalam undang – undang 
sehingga masyarakat merasa terawasi. Pemerintah harus aktif menjalin 
kerjasama dengan semua elemen baik organisasi masyakat, swasta, dan 
utamanyan masyarakat sehingga program lorong garden bukan menjadi 
kewajiban dari petugas tapi semua elemen ikut aktif di dalamnya.  
3. Pemerintah dan masyarakat harus mampu sejalan dengan optimalisasi 
sosialisasi dari tingkat atas ke bawah dengan melakukan terjun langsung 
door to door.. Pengawalan pemerintah setempat dalam setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat harus dirutinkan untuk memberikan motivasi 
kepada masyarakat.  
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
KECAMATAN TAMALATE 
KELURAHAN BAROMBONG 
Jalan Perjanjian Bungaya No.11 Makassar 90224 
 
KEPUTUSAN LURAH BAROMBONG 
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR 
Nornor: 464/06/S.Kep/KB/XII/2016 
Tentang 
PEMBENTUKAN KELOMPOK LORONG BULO RW.001 RW,003 RW.004 DAN 
RW.006 
KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kenerhasilan restorasi 
lorong Sebagai salah satu program unggulan pemerintah 
Kota Makassar guna mewujudkan kedaulatan dan 
kemandirian pangan, diperlukan pemberdayaan 
masyarakat demgan.-Tnetode pendekatan partisipatori, 
terwujudnya perilaku hidup sehat, dan tersedianya somber 
daya manusia yang sehat dan produktif. 
b .  bahwa dalam upaya pengembangan lorong produkti dan 
pemberdayaan ekonomi perkotaan berbasis komoditas 
pertanian yang sekaligus menjadi instrumen pengendalian 
infalasi sektor konsumsi Rumah Tangga dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat maka di pandang 
perlu membentuk kelompok lorong RW. 001 RW> 003 
RW. 004 dan RW. 006 Kelurahan Barombong. 
c .  Bahwa untuk maksud tersebut pada point ( a ) di atas perlu 
di tetapkan dengan keputusan Lurah Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
Mengingat  : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembetukan 
DaerahDaerah TK 11 di Sulawesi ( Lembaran Negara RI 
Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara RI No. 
1822 ) 
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daaerah Lembaran Negara RI Tahun 2004 
No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437 ) 
Sebagaimana telah di ubah dengan Undang -Undang No. 
12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59, Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 4844 ) 
3. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( 
Lembaran Negara RI Tahun 2009 No: 140 ' 'Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 5059 ) 
4. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
( Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144, Tambahan 
Lembaran Negara Rl No. 5063 ) 
5. Peraturan bersama Mentri Dalam Negeri Dan Mentri 
Kesehatan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tenting 
pedoman Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Schat. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan  : PEMBENTUKAN KELOMPOK LORONG BULO RW.001 
RW.003 RW.004 DAN RW.006 KELURAHAN 
BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA 
MAKASSAR 
Pertama  :  Membentuk Kelompok Tani di RW.001 RW.003 RW.004 dan 
RW.006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Surat keputusan ini. 
Kedua  :  Tugas dan Tanggung jawab Kelompok LORONG BULO 
RW.001 RW.003 RW.004 dan RW.006 Kelurahan 
Barombong sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, 
adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan 
lorong dengan pemberdayaan masyarakat dalam 
mengembangkan komonitas pertanian produktif dalam lorong. 
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Ketiga  :  Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan ini bersumber dari sumbangan sukarela dan somber 
lain yang sah dan tidak mengikat. 
Keempat  :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteyapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan didalambya diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat maka di pandang 
perlu membentuk kelompok lorong RW. 001 RW> 003 
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e .  Bahwa untuk maksud tersebut pada point ( a ) di atas perlu 
di tetapkan dengan keputusan Lurah Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
Mengingat  : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembetukan 
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Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara RI No. 
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6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daaerah Lembaran Negara RI Tahun 2004 
No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437 ) 
Sebagaimana telah di ubah dengan Undang -Undang No. 
12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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MEMUTUSKAN 
Menetapkan  : PEMBENTUKAN KELOMPOK LORONG BULO RW.001 
RW.003 RW.004 DAN RW.006 KELURAHAN 
BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA 
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RW.006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota 
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Barombong sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, 
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lorong dengan pemberdayaan masyarakat dalam 
mengembangkan komonitas pertanian produktif dalam lorong. 
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Ketiga  :  Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan ini bersumber dari sumbangan sukarela dan somber 
lain yang sah dan tidak mengikat. 
Keempat  :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteyapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan didalambya diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 
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